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Motto

               

Artinya: Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran,

padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqorah; 42).
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ABSTRAK
Mega Wijaya Putri, 2021. “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD

GOVERNANCE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KESEHATAN DI KOTA
DENPASAR”

Keyword; Good governance, UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah
Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah mulai diberlakukan sebagai acuan dan payung hukum sebagi undang-
undang pelakansanaan tatakelola pemerintahan daerah, Pemeeintah Daerah perlu
menerapkan sebuah tatakelola pemerintahan yang mampu mewujudkan cita-cita
diadakannya sebuah Pemenerintahan Daerah, termasuk beberapa lembaga
kedinasan di bawahnya.  Dinas Kessehatan Kota Denpasar merupakan sebuah
lembaga kedinasan dibawah Pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat
menerpakan good governance dalam setiap kinerjanya, dengan penerapan good
governance yang baik, maka peran Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagai
panjang tangan dari Pemerintah Daerah lebih akuntabel, transparan dan dapat
memberikan pelayanan publik yang baik dalam kinerjanya.

Fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi; 1) Bagaimana prinsip-prinsip
good governance dan pengaturan terhadap pegawai Dinas Kesehatan di Kota
Denpasar? 2) Bagaimana pelaksanaan prinsip good governance terhadap kinerja
pegawai Dinas Kesehatan di Kota Denpasar? 3) Bagaimana implikasi prinsip
good governance dalam meningkatkan layanan publik?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis
penelitian empirical legal research (penelitian hukum empiris) yang dilakukan
dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil serta literatur
yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan di
atas.

Penelitian ini memperoleh hasil 1) Partisipasi, penegakan hukum,
transparansi, responsif, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi
strategis . 2) a. disahkannya Perda No 5 Tahun 2014. b. Disahkannya Perda No 8
Tahun 2016. c. Pelaksanaan via online sebagai percepatan pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Denpasar. d. Pelayanan satu atap untuk memudahkan pelayanan
di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. e. Keterbukaan informasi di lingkunga Dinas
Kesehatan Kota Denpasar. f. Pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggat
ketentuan. 3) a. Terciptaanya pelayanan yang efektif dan efisien di Dinas
Kesehatan Kota Denpasar. b. Terbentuknya kepercayaan masyarakat yang tinggi
terhadap Dinas Kesehatan Kota Denpasar. c. Memudahkan masyarakat dalam
akases informasi tentang Dinas Kesehatan Kota Denpasar. d. Terciptanya
kedisiplinan bagi pegawai Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara

dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Suatu pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban

dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat dapat menjalani

kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam

menjalankan pemerintahan, pemerintah dapat membuat keputusan atau

kebijakan guna mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good

governance). Adanya suatu sistem pemerintahan yang baik dapat

menciptakan suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada

kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara

universal. 1

Sistem pemerintahan yang baik (untuk selanjutnya disebut good

governance dapat menjadi faktor pendorong terwujudnya political

governance di suatu negara. Political Governance2 menghendaki berbagai

proses pemerintahan yang baik tersebut dari segi proses perumusan kebijakan

publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik

pemerintahan secara efektif, efisien dan transparan/terbuka (bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme). Adanya transparansi merupakan syarat utama

1 Ali Marwan Hsb & Evlyn Martha Julianthy, Pelaksanaan Kewenangan Atribusi
Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, Legislasi Indonesia, 2018, hlm 3.
2 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 101.
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dalam menerapkan prinsip good governance. Dengan transparansi, maka

dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan sehingga mempermudah

masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah terhadap kepentingan publik.

Salah satu fungsi pemerintahan yang penting adalah pelaksanaan dan

peningkatan pelayanan terhadap kepentingan publik. Pemberian pelayanan

kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah.3 Peranan

pemerintah dalam proses pemberian pelayanan bertindak sebagai seseorang

yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan

diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan menjadi

tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik

kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat

ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan.

Pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah perlu menerapkan

prinsip transparansi. Transparansi dalam pelaksanaan birokrasi dapat

menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal

tersebut tentu akan menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif dan

harmoni bagi peningkatan mutu sistem pemerintahan di suatu negara. Apabila

harmonisasi tersebut sudah terjalin, maka penerapan prinsip good governance

dapat dijalankan dengan baik. Penerapan good governance dapat dijadikan

sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan

3 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981),
hlm. 76.
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demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan

hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan

solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek

kehidupan Negara, misalnya dengan menegakan prinsip Rule Of Law atau

supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan Negara.

Penerapan prinsip good governance telah lama menjadi mimpi banyak

orang khususnya masyarakat Indonesia. Pemahaman setiap orang mengenai

prinsip good governance tentu berbeda-beda. Meskipun demikian, sebagian

besar dari mereka membayangkan bahwa dengan adanya prinsip good

governance mereka dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik.

Banyak diantara mereka yang membayangkan bahwa dengan memiliki

praktek good governance maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin

baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan semakin

peduli dengan kepentingan warga.

Menurut perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia,

penerapan good governance merupakan suatu urgensitas dalam upaya

mewujudkan pemerintahan daerah atau local governance yang efektif, efisien,

mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).4 Hal ini didukung

pula dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah)

yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; serta prinsip-prinsip

4 Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam
Upaya Menciptakan Good governance, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet-I, hlm 209.
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Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

(public services) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada

pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai sekarang

pelaksanaan kehidupan Negara, khususnya dalam konteks pemerintahan

daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah,

justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya guna mewujudkan good governance secara utuh. Bahkan,

sebagian besar masyarakat mengidentikan birokrasi sebagai proses yang

rumit, berbelit, biaya yang mahal serta ketidakpastian waktu yang lama

sehingga menimbulkan keluh kesah masyarakat bahwa birokrasi sangat tidak

efisien. 5

Berkaitan dengan itu, dalam menerapkan prinsip good governance

tidak selamanya berjalan dengan lancar atau bebas hambatan. Pada

prakteknya, penerapan prinsip tersebut selalu dihadapkan dengan berbagai

kendala dan permasalahan seperti masih banyaknya praktik KKN ((korupsi,

kolusi, dan nepotisme) yang dilakukan oleh oknum pejabat teras

pemerintahan. Selain itu, perilaku para penyelenggara negara di daerah (baik

penyelenggara pemerintah maupun legislatif) seringkali tidak sesuai dengan

nilai-nilai etika pemerintahan dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai

pemerintah. Sikap mental yang arogan dan etos kerja yang rendah dari

5
Ibid, hlm 210.
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kalangan pelayan publik juga sering menjadi sumber masalah bagi

peningkatan kualitas pelayanan publik. Suara-suara rakyat yang menghendaki

sosok pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat, dan mengutamakan

kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi terbentur oleh arogansi

dan sikap acuh dari kalangan pejabat penyelenggara pemerintah. Oleh karena

itu, berbagai masalah yang menyangkut pelayanan publik perlu mendapatkan

perhatian serta penyelesaian yang komprehensif guna menjawab

ketidakpuasan masyarakat.

Kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi

mewujudkan pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik

merupakan fungsi utama pemerintah yang wajib diberikan sebaik-baiknya

oleh pejabat publik. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan

penerapan prinsip-prinsip Good governance, yang diharapkan dapat

memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Terwujudnya

pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri Good

governance. Untuk itu, aparatur Negara diharapkan melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara efektif dan efesien. Diharapkan dengan penerapan

Good governance dapat mengembalikan dan membangun kembali

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 6

Lokasi penelitian berada di daerah perkotaan dengan kondisi

masyarakat mayoritas umat Islam dan Hindu. Lokasi penelitian berada di

6 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), Cet Ke-III, hlm 40.
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berada di Jalan Maruti No.8, Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,

Bali. Dengan lokasi yang berada di tengah-tengah perkotaan, tentu sangat

berpengaruh terhadap akses pelayanan yang dilakukan. Letak lokasi

penelitian terletak ditengah-tengah kota yang bertempat satu lokasi dengan

BAPPEDA (Badan Pengawasan dan Perencanaan Daerah) Denpasar, Bali dan

di sebelah kanan lokasi penelitian terdapat pasar tradisional dan hotel harris,

sebelah kiri lokasi penelitian terdapat masjid jami’, sementara di depan lokasi

penelitian terdapat Tempat Pemakaman Islam (TPI). Sementara dalam posisi

tepatnya di sebelah utara lokasi penelitian terdapat  gedung Kamar Dagang

dan Industri (KADIN), sementarra di sebelah selatan terdapat gedung BPJS

Ketenagakerjaan KCP Karangasem, di sebelah barat terdapat ATM Permata

Bank dan di sebelah Timur terdapat UMKM Bakpao dan Bank CIMB Niaga,

Denpasar. Masyarakat sekitar merespon baik terhadap pelayanan ramah yang

diberikan oleh petugas kesehatan maupun pegawai di lingkungan Dinas

Kesehatan di Kota Denpasar.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Penulis akan

membahas dan mengkaji dalam suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi

dengan judul “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD

GOVERNANCE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KINERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KESEHATAN DI KOTA

DENPASAR”.
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B. Fokus Kajian

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip-prinsip good governance dan pengaturan terhadap

pegawai Dinas Kesehatan di Kota Denpasar?

2. Bagaimana pelaksanaan prinsip good governance terhadap kinerja

pegawai Dinas Kesehatan di Kota Denpasar?

3. Bagaimana implikasi prinsip good governance dalam meningkatkan

layanan publik?

C. Tujuan Penelitian

Guna memperoleh manfaat dan memenuhi sasaran yang akan dicapai,

ditetapkan tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam

penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan dan

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

b. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan, khususnya disiplin

ilmu hukum yang didapat selama kuliah dengan realita yang ada di

masyarakat.
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c. Memberikan informasi dan mengembangkan pikiran yang berguna

bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Jember.

2. Tujuan Khusus

a. Mengkaji dan menganalisis implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip

good governance terhadap pegawai di Kota Denpasar.

b. Mengkaji dan menganalisis Sejauh mana pengaruh yang timbul dari

pelaksanaan prinsip good governance terhadap kinerja pegawai di

Kota Denpasar.

c. Mengkaji dan menganalisis cara mewujudkan prinsip good

governance.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis melalui kegiatan

penulisan karya tulis ilmiah ini, adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang

hukum;

b. Dapat memberikan gambaran tentang kekuatan hukum sertipikat

pengganti hak atas tanah.

2. Manfaat Praktis

a. Mengembangkan pola pikir dan mengetahui pengetahuan penulis

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;
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b. Memberikan informasi kepada pembaca pokok pembahasan yang

berkaitan dengan kekuatan hukum sertipikat pengganti hak atas

tanah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam menyusun kerangka proposal atau

skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari

uraian-uraian yang saling berkaitan satu sama lainnya dan merupakan

rangkaian yang tidak terpisahkan. Sistematika penulisan ini bertujuan untuk

menjaga konsistensi dan sebagai pedoman agar penulis tidak keluar dari

substansinya. Adapun sistematika yang digunakan penulis dalam menyusun

kerangka proposal atau skripsi ini sebagai berikut:

Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan

masalah,tujuan, dan manfaat penulisan. Bagian latar belakang menguraikan

secara singkat mengenai implementasi prinsip-prinsip good governance

tentang responsivitas terhadap kinerja pegawai di Kota Denpasar, serta alasan

penulis mengambil judul skripsi tersebut. Rumusan masalah yang dimuat

dalam penulisan skripsi ini ada 3 (tiga) rumusan yaitu : Pertama, Bagaimana

implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap pegawai

di Kota Denpasar Kedua, Sejauh mana pengaruh yang timbul dari

pelaksanaan prinsip good governance terhadap kinerja pegawai di Kota

Denpasar dan yang Ketiga, Bagaimana cara mewujudkan prinsip good

governance. Selain kedua hal tersebut, terdapat juga Tujuan dan manfaat

penelitian yang menyangkut kepentingan akademisi serta tujuan dan manfaat
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disusunnya skripsi tersebut. Metode Penelitian, merupakan bagian yang berisi

mengenai metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, metode ini

digunakan sebagai langkah awal penulis dalam menganalisa permaalahan

hukum yang akan dibahas. Pada umumnya bagian ini berisi mengenai Metode

Penelitian, Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Bahan Hukum yang terdiri

dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Non Hukum,

serta Analisis terhadap bahan hukum tersebut.

Tinjauan Pustaka, dalam hal ini tinjauan pustaka menguraikan tentang

pengertian-pengertian, istilah-istilah, dasar-dasar hukum yang digunakan

sebagai penyusunan pembahasan dalam skripsi. Secara garis besar pada

bagian Tinjauan Pustaka dalam penulisan ini menguraikan tentang

Pemerintah, Pemerintahan Daerah, serta Teori Pelayanan Publik.

Pembahasan, bagian ini berisi mengenai pembahasan dari suatu

penelitian yang juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu:

Pertama, Implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip good governance

terhadap pegawai di Kota Denpasar Kedua, Sejauh mana pengaruh yang

timbul dari pelaksanaan prinsip good governance terhadap kinerja pegawai di

Kota Denpasar dan yang Ketiga, Bagaimana cara mewujudkan prinsip good

governance.

Penutup, bagian ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.

Kesimpulan merupakan pernyataan akhir dari intisari jawaban atas

permasalahan yang telah diuraikan dalam pembahasan, sedangkan saran

merupakan hal-hal yang ingin utarakan atau disampaikan penulis dalam
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penelitian yang telah dilakukan dengan harapan dapat menjadi solusi dalam

rangka memecahkan dan mengatasi suatu permasalahan yang diangkat serta

dapat memberikan suatu kontribusi yang lebih baik lagi.
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BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Kejian terdahulu dalam sebuah karya tulis akan membantu

penulis/peneliti untuk mengetahui dan mengarahkan penelitian yang akan

dilakukan, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dalam sebuah

penelitian, baik membentuk sebuah temuan baru dalam penelitian maupun

mendorong atau mendukung temuan dari hasil penelitian yang akan

dilakukan.

Penelitian ini memiliki beberapa kajian terdahulu yang dijadikan

rujukan oleh peneliti dalam penyelesaian penelitian, diantaranya; Muhammad

Arkan Tunas Junior,7 dengan judul Implikasi Perubahan Undang-Undang

Pemerintah daeah Terhadap Kewenangan Pemerintah Kabupaten bantul

Dalam Hal Pariwisata Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris. Data

penelitian dilakukan dengan wawancara dengan narasumber dan dilengkapi

dengan dokumen dokumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

sosial dalam menganalisis data dan disajikan secara kualitatif,

Hasil yang diperoleh; 1) bidang kepariwisataan sangat penting demi

mendukung ekonomi kreatif masyarakat. 2) Sebelum lahirnya Undang-

7 Muhammad Arkan Tunas Junior, 2018, Implikasi Perubahan Undang-Undang
Pemerintah daeah Terhadap Kewenangan Pemerintah Kabupaten bantul Dalam Hal
Pariwisata Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Yogyakarta; UII
Press, 2018, xviii.
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah UU Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan kewenangan

kepada daerah untuk bisa mengatur rumah tangganya sendiri, salah satunya

berkaitan dengan masalah pariwisata tetapi tidak secara eskplisit disebutkan

seperti dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. 3) Sebagaimana

yang disebutkan di dalam Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang

pariwisata “Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani,

dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta

meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sementara perbedaan penelititian ini dengan penelitian sebelumnya,

penelitian ini lebih menfokuskan pada asas good governance dalam undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014, sementara yang ditulis Junior lebih kepada

implikasi perubahan undang-undang dalam tatakelola pemerintahan daerah

serta objek penelitian kedaunya yang berbeda.

Penelitian yang ditulis Isti‟adatul Khusniyah8, dengan judul “Prinsip-

Prinsip Good governance Dalam  Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia

Perspektif Hukum Islam”.

Penelitian ini menggunakan metode Jenis penelitian ini adalah

Penelitian Kualitatif yaitu dengan menggali data-data atau bahan-bahan yang

berkaitan dengan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (CGC) dalam

8 Isti‟adatul Khusniyah, Prinsip-Prinsip Good governance Dalam  Undang-Undang No.
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia
Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta, UII Press, 2018, viii.
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Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindunga dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dari perpustakaan (Library Research).

Penelitian ini memperoleh hasil; Good governance ada didalam UU

No.32 Tahun 2009 yakni dalam pasal 2 yang berupa asas tata kelola

kepemerintahan yang baik. Prinsip Good governance dalam Undang-Undang

No. 32 Tahun 2009 adalah Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi,

Responsif, Berorientasi pada Konsensus, Kesetaraan, Efektifitas dan efisiensi,

Akuntabilitas, Visi Strategis. Berdasarkan pendekatan Uṣūl Fiqh, Prinsip

Good governance yang sesuai dengan nilai dasar Islam (Syūrā, Meninggalkan

yang tidak bernilai guna, Amanah, al-Mas‟ulliyyah, Keadilan, Orientasi ke

depan) adalah prinsip Partisipasi, Transparansi, Kesetaraan, Efisiensi,

Akuntabilitas dan Visi strategis. Sedangakan Penegakan Hukum bukan lagi

sebuah prinsip. Akan tetapi, sebuah norma konkret. Selain itu, Responsif

masuk ke dalam level sikap tindak yaitu tindakan yang harus dilakukan oleh

Pemerintah mengenai arah kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat

yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh

Febriana adalah aspek undang-undang yang digunakan dalam pembahasan

hukum, serta objek penelitian yang dilakukan, serta penelitian yang ditulis

Khusniyah lebih menitikberatkan pada aspek hukum islamnya dan penelitian

yang ditulis oleh Khusniyah merupakan kajian kepustakaan (Library

Research).
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Putri Wahyu Febriani9 menulis dengan judul “Penerapan Prinsip-

Prinsip Good governance Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di

Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016”

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif,

Penelitian ini memperoleh hasil; 1) Pelaksanaan pelayanan pajak bumi

dan bangunan di Desa Pagerejo secara umum sudah mengacu pada prinsip-

prinsip good governance yakni partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya

tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif dan efisiensi,

akuntabilitas, dan visistrategis sehingga pelayanan yang diberikan oleh

Pemerintah Desa Pagerejo dapat memberikan kemudahan dan tidak

membebani warga atau perangkat. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai

dengan aturan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Wonosobo. 2)

Terdapat faktor pendukung dari dalam dan luar dalam pelaksanaan pelayanan

pajak bumi dan bangunan di Desa Pagerejo, dari dalam yaitu kepemimpinan

kepala desa, profesionalitas pemerintah desa, dan peranan pendamping desa.

Ada pun faktor dari luar yaitu sudah sadarnya masyarakat desa untuk

membayar pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo. Hambatan yang

dihadapi dalam prinsip-prinsip good governance dari dalam yaitu sumber

daya manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana, sedangkan hambatan

dari luar yaitu SDM masyarakat yang tidak memahami secara benar pajak

bumi dan bangunan.

9 Putri Wahyu Febriani, Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Pelayanan
Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016, Semarang, UNS Press, 2017, ix.
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Sementara perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini lebih

fokus pada aspek penerapan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

objek yang diteliti keduannya memiliki perbedaan.

Selanjutnya, I Made Artana10 dalam penelitiannya yang berjudul

“Implementasi Prinsip – Prinsip Good governance Dalam Meningkatkan

Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi

Bali Di Kabupaten Badung”

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik

analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif untuk

menguraikan data melalui statistik, seperti analisis korelasi product moment,

analisis regresi sederhana dan analisis determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip

good governance pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di

Kabupaten Badung berjalan dengan baik. Berdasarkan Analisis Korelasi

Product Moment diperoleh hasil r hitung lebih besar dari r tabel (0,827 >

0,361) maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat

antara implementasi prinsip-prinsip good governance dengan kepuasan

pelayanan publik. Berdasarkan analisis regresi sederhana diperoleh yang

berarti adanya hubungan searah antara variabel implementasi prinsip-prinsip

good governance dengan variabel kepuasan pelayanan publik, ini berarti

semakin baik implementasi prinsip-prinsip good governance maka semakin

10 I Made Artana, Implementasi Prinsip – Prinsip Good governance Dalam
Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan
Provinsi Bali Di Kabupaten Badung, Denpasar, Universitas Warmadewa, 2014, ix.
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meningkat kepuasan masyarakat pada Kantor UPT Dinas Pendapatan

Provinsi Bali di Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil analisis determinasi

pengaruh implementasi prinsip-prinsip good governance terhadap

meningkatkan kepuasan pelayanan publik sebesar 68,39%, sedangkan sisanya

sebesar 31,61% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini. Dengan demikian hipotesis yang diajukan terbukti

kebenarannya.

Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis

oleh Artana yaitu aspek undang-undang yang dipakai sebagai bahan analisis

penerapan prinsip good governance dan objek penelitian yang digunakan.

Kajian terdahulu yang terakhir ditulis oleh Neneng Siti Maryam11

dengan judul “Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik”,

kajian pustaka dipilih peneliti dalam penelitian tersebut

Penelitian ini memperoleh hasil; 1) Dalam mendesain suatu maklumat

pelayanan ada beberapa nilai yang harus dipegang teguh oleh para

formulator. Nilai yang dimaksud yakni: kesetaraan, keadilan, keterbukaan,

kontinuitas dan regulasitas, partisipasi, inovasi dan perbaikan, efisiensi,

efektivias. 2) Pelaksanaan good governance yang baik adalah bertumpu pada

tiga pilar yaitu negara/pemerintah dan perangkatnya sebagai regulator, dunia

usaha atau swasta sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna

produk dari dunia usaha, Bila pelaksanaan hanya dibebankan pada

pemerintah saja maka keberhasilannya kurang optimal dan bahkan

11 Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik,
Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 2016 Volume VI No. 1 / Juni.
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memerlukan waktu yang panjang. 3) Kualitas pelayanan public masih belum

bisa memuaskan masyarakat karena: kurang responsif, kurang informatif,

kurang accessible, kurang koordinasi, Birokratis, kurang mau mendengar

saran/ keluhan/ aspirasi masyarakat.

Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan pada

aspek metodologi yang digunakan dalam sebuah penulisan, penelitian

tersebut menggunakan metode kajian pustaka sebagai metode penelitian yang

digunakan, serta menitik beratkan pada aspek pelayanan publik sebagai

indikator utama dalam penelitian.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No Nama Judul Metode Persamaan Perbedaan
1 Muhammad

Arkan Tunas
Junior12

Implikasi
Perubahan
Undang-Undang
Pemerintah
daeah Terhadap
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
bantul Dalam
Hal Pariwisata
Setelah
Lahirnya
Undang-undang
Nomor 23
Tahun 2014

Metode
penelitian
hukum
empiris.
Penelitian ini
menggunakan
metode
pendekatan
sosial dalam
menganalisis
data dan
disajikan
secara
kualitatif

Penelitian ini
sama-sama
menggunakan
undang-undang
Nomor 23 Tahun
2014 sebagai
analisis hukum
dalam meninjau
kewenangan
Pemerintah
Kabupaten/Daera
h

Sementara
perbedaan
penelititian ini
dengan penelitian
sebelumnya,
penelitian ini lebih
menfokuskan pada
asas good
governance dalam
undang-undang
Nomor 23 Tahun
2014, sementara
yang ditulis Junior
lebih kepada
implikasi
perubahan undang-
undang dalam
tatakelola
pemerintahan

12 Muhammad Arkan Tunas Junior, 2018, Implikasi Perubahan Undang-Undang
Pemerintah daeah Terhadap Kewenangan Pemerintah Kabupaten bantul Dalam Hal
Pariwisata Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Yogyakarta; UII
Press, 2018, xviii.
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daerah serta objek
penelitian
kedaunya yang
berbeda.

2 Isti‟adatul
Khusniyah13

Prinsip-Prinsip
Good
governance
Dalam  Undang-
Undang No. 32
Tahun 2009
Tentang
Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup Di
Indonesia
Perspektif
Hukum Islam

Jenis
penelitian ini
adalah
Penelitian
Kualitatif
yaitu dengan
menggali
data-data atau
bahan-bahan
yang
berkaitan
dengan
Prinsip-
prinsip Good
Corporate
Governance
(CGC) dalam
Undang-
Undang No.
32 Tahun
2009 tentang
Perlindunga
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dari
perpustakaan
(Library
Research)

Persamaan kedua
penelitian ini
adalah sama-sama
membahas tentang
penerapan prinsip-
prinsip good
governance

perbedaan dalam
penelitian ini
dengan penelitian
yang ditulis oleh
Febriana adalah
aspek undang-
undang yang
digunakan dalam
pembahasan
hukum, serta objek
penelitian yang
dilakukan, serta
penelitian yang
ditulis Khusniyah
lebih
menitikberatkan
pada aspek hukum
islamnya dan
penelitian yang
ditulis oleh
Khusniyah
merupakan kajian
kepustakaan
(Library
Research).

3 Putri Wahyu
Febriani14

Penerapan
Prinsip-Prinsip
Good
governance
Dalam
Pelayanan Pajak

Penelitian ini
menggunakan
metode
penelitian
kualitatif

Penelitian ini
sama-sama
meneliti tentang
penerapan prinsip-
prinsip good
governance

Penelitian ini lebih
fokus pada aspek
penerapan undang-
undang Nomor 23
Tahun 2014 dan
objek yang diteliti

13 Isti‟adatul Khusniyah, Prinsip-Prinsip Good governance Dalam  Undang-Undang No.
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia
Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta, UII Press, 2018, viii.
14 Putri Wahyu Febriani, Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Pelayanan
Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016, Semarang, UNS Press, 2017, ix.
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Bumi Dan
Bangunan Di
Desa Pagerejo
Kecamatan
Kertek
Kabupaten
Wonosobo
Tahun 2016

sementara metode
yang digunakan
keduanya sama-
sama
menggunakan
metode kualitatif

keduannya
memiliki
perbedaan.

4 I Made
Artana15

Implementasi
Prinsip – Prinsip
Good
governance
Dalam
Meningkatkan
Kepuasan
Pelayanan
Publik Pada
Kantor UPT
Dinas
Pendapatan
Provinsi Bali Di
Kabupaten
Badung

Penelitian ini
adalah
metode
deskriptif
dengan teknik
analisis data
kualitatif dan
kuantitatif.
Teknik
analisis data
kuantitatif
untuk
menguraikan
data melalui
statistik,
seperti
analisis
korelasi
product
moment,
analisis
regresi
sederhana dan
analisis
determinasi

Penelitian ini
sama-sama
meneliti tentang
penerapan prinsip-
prinsip good
governance
sementara metode
yang digunakan
keduanya sama-
sama
menggunakan
metode kualitatif

Aspek undang-
undang yang
dipakai sebagai
bahan analisis
penerapan prinsip
good governance
dan objek
penelitian yang
digunakan.

5 Neneng Siti
Maryam16

Mewujudkan
Good
governance
Melalui
Pelayanan
Publik

Penelitian ini
menggunakan
metode
penelitian
kualitatif

Penelitian ini
sama-sama
meneliti tentang
penerapan prinsip-
prinsip good
governance
sementara metode

Perbedaan
kedaunya terletak
pada metodologi
yang digunakan
dalam sebuah
penulisan,
penelitian tersebut

15 I Made Artana, Implementasi Prinsip – Prinsip Good governance Dalam
Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan
Provinsi Bali Di Kabupaten Badung, Denpasar, Universitas Warmadewa, 2014, ix.
16 Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik,
Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 2016 Volume VI No. 1 / Juni.
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yang digunakan
keduanya sama-
sama
menggunakan
metode kualitatif

menggunakan
metode kajian
pustaka sebagai
metode penelitian
yang digunakan,
serta menitik
beratkan pada
aspek pelayanan
publik sebagai
indikator utama
dalam penelitian.

B. Kajian Teori

1. Pemerintahana. Istilah dan Pengertian Pemerintah
Kata pemerintahan secara etimologis berasal dari kata

pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti

menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, kata pemerintahan

sebenarnya berasal dari kata dalam Bahasa Inggris, yaitu

“government” yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan

pemerintahan.17 Istilah pemerintah atau “government” berarti

pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-

orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pengertian pemerintah dapat diartikan sebagai organisasi dari negara

yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya,

yang dimaksud pemerintah menurut David Apter adalah satuan

anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu

17 Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, (Bandung : Pustaka Setia, 2010),
hlm. 21
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untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli

praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.18

Secara umum, pemerintah sebagai alat kelengkapan negara

dapat diartikan secara sempit dan luas. Pemerintahan dalam arti sempit

meliputi pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara

lebih penting pemerintah diartikan sebagai penyelenggara administrasi

negara. Sementara pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat

kelengkapan negara yag terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif,

legislatif maupun yudikatif yang bertindak untuk dan atas nama

negara.

Di sisi lain, pemerintahan dalam arti luas memiliki arti bahwa

segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan

kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk

dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. C.F Strong

mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas

badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan

yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan

pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan

publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.19

Guna menunjang efisiensi dan efektifitas, penyelenggaraan

pemerintahan dapat dibagi menjadi pemerintahan pusat dan

18 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Jakarta : Refika Aditama, 2010),
hlm. 11
19 https://brainly.co.id/tugas/29061-pengertian-pemerintah, Diakses pada hari Selasa 24
Maret 2020, Pukul 14.00 WIB.
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pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat merupakan penyelenggara

pemerintahan negara kesatuan republik indonesia yang terdiri dari

presiden, wakil presiden serta menteri-menteri negara. Kedudukan

pemerintahan pusat berada di ibu kota negara republik indonesia.

Sementara menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut UU

Pemda), Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat

daerah dengan prinsip seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk

selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945). Adapun yang dimaksud

dengan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat

(3) UU Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Lebih lanjut, Widjaja mengungkapkan lebih lanjut defenisi

pemerintahan daerah yaitu sebagai pelaksana fungsi-fungsi

pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan

daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD). Kemudian memberikan deskripsi tentang penyelenggaraan
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urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan

sebagai berikut 20

1) Sistem pemerintahan terdiri dari satuan pemerintahan nasional

(pusat) dan satuan pemerintahan sub-nasional (pemerintah daerah).

Kedaulatan yang melekat pada bangsa dan negara indonesia tidak

dibagi-bagi dalam satuan pemerintahan sub-nasional tersebut. Oleh

karena itu, satuan pemerintah sub-nasional tidak memiliki

kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar dan undang-

undang serta menyusun organisasi pemerintahannya sendiri;

2) Pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan dan

pengembangan pemerintah pusat melalui proses hukum.

Keberadaan satuan pemerintah daerah adalah tergantung

(dependent) dan di bawah (subordinat) pemerintah pusat.

Walaupun demikian, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia

tidak akan sepenuhnya didasarkan pada asas sentralisasi belaka;

3) Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (pluralis) yang

mempunyai aspirasi beragam pula (Bhineka Tunggal Ika). Aspirasi

yang beragam ini perlu diakomodasi secara kelembagaan dengan

pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi di wilayah

Indonesia dibentuk provinsi dan diwilayah provinsi dibentuk

kabupaten dan kota sebagai daerah otonom;

20 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2013), hlm. 37



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

25

4) Secara yuridis dan politis, otonomi daerah diberikan oleh

pemerintah kepada masyarakat setempat dalam wilayah tertentu

guna terselenggaranya pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi

dan potensi masyarakat setempat. Dalam daerah otonom itulah

terselenggaranya otonomi daerah.

2. Sistem Pemerintahan

Secara umum sistem pemerintahan merupakan sebutan populer

dari bentuk pemerintahan. Pemikiran tersebut didasari dari pemikiran

bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sementara

secara yuridis disebut bentuk pemerintahan, yaitu suatu sistem berlaku

yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara

diatur oleh konstitusinya. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan sering kali

disebut sebagai sistem pemerintahan. 21

Lebih lanjut, Sarundajang menghubungkan sistem pemerintahan

dengan konsep sistem, yaitu sebagai suatu susunan atau tatanan berupa

suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen

yang berkaitan satu sama lain secara teratur dan terencana untuk mencapai

tujuan. Apabila salah satu bagian tersebut berfungsi melebihi

kewenangannya atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi

komponen yang lainnya. Oleh karena itu, menurut Sarundajang sistem

pemerintahan dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan

yang teratur dari lembaga–lembaga negara yang berkaitan satu dengan

21 Sarundajang, Babak Baru Sistim Pemerintahan, (Jakarta : Kasta Hasta Pustaka,
2012), hlm. 33
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yang lainnya baik langsung maupun tidak langsung menurut suatu rencana

atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut.22

Berdasarkan uraian diatas, sistem pemerintahan pada dasarnya

lebih berfokus pada seberapa besar peran, kedudukan, serta kewenangan

antara lembaga legislatif, eksekutif serta rakyat. Adapun jenis-jenis sistem

pemerintahan dapat dibagi menjadi :23

a. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlemen digunakan guna mengawasi lembaga eksekutif

oleh lembaga legislatif. Sehingga kekuasaan parlemen lebih besar

daripada kekuasaan eksekutif. Dalam sistem parlementer, dewan

menteri (kabinet) bertanggungjawab kepada parlemen. Sistem ini

menggambarkan keadaan dimana lembaga eksekutif bertanggungjawab

kepada lembaga legislatif membutat lembaga eksekutif dapat

dijatuhkan oleh legislatif melalui mosi tidak percaya. Akan tetapi

karena eksekutif (perdana menteri) memiliki kedudukan yang kuat

karena berasal dari suara mayoritas parlemen, maka perdana menteri

sulit untuk dijatuhkan.

Sistem parlementer mempunyai kriteria adanya hubungan

antara legislatif dengan eksekutif, di mana satu dengan yang lain dapat

saling mempengaruhi. Pengertian mempengaruhi disini adalah bahwa

salah satu pihak mempunyai kemampuan kekuasaan (Power Capacity)

22
Ibid, hlm. 34.

23 D. Paskalina Mariana dan N. Y. Yuningsih, Perbandingan Pemerintahan, (Jakarta :
Universitas Terbuka, 2007), hlm. 10
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untuk menjatuhkan pihak lain dari jabatannya. Alan R. Ball

menamakan   sistem pemerintahan parlementer ini dengan sebutan the

parliamentary types of government dengan ciri ciri sebagai berikut :

1) Kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Hal ini berarti

bahwa kepala negara hanya merupakan lambang/simbol yang hanya

mempunyai tugas-tugas yang bersifat formal sehingga pengaruh

politiknya terhadap kehidupan negara sangatlah kecil;

2) Pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya adalah perdana

menteri bersama-sama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga

legislatif/parlemen, dengan demikian kabinet sebagai pemegang

kekuasaan eksekutif yang sebenarnya harus bertanggung jawab

kepada badan legislatif dan harus meletakan jabatannya bila

parlemen tidak mendukungnya;

3) Badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat

pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran dari perdana

menteri.

b. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem presidensial memiliki kekuasaan yang kuat karena

selain kepala negara senagai presiden tetapi juga sebagai kepala

pemerintahan. Presiden bukan dipilih oleh Parlemen, tetapi bersama

Parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Karena itu Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen,

sehingga Presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh
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parlemen. Sebaliknya presiden pun tidak membubarkan parlemen.

Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan

konstitusi dan berakhir masa jabatannya. Oleh karena itu, agar tidak

menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan check and balances,

antara lembaga tinggi negara, inilah yang kemudian disebut dengan

checking power with power.

Secara umum, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial

meliputi:24

1) Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan;

2) Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan

pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi

sehingga dipilih oleh rakyat;

3) Presiden berkedudukan sama dengan legislatif;

4) Kabinet dibentuk oleh presiden, sehingga kabinet bertanggungjawab

kepada presiden;

5) Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, begitupun

sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.

Sarundajang berpendapat bahwa pemerintahan presidensial

memiliki kelebihan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif

berjalan relatif stabil dan sesuai dengan batas waktu yang telah diatur

dan ditetapkan dalam konstitusi. Sedangkan kelemahan dari sistem

24 Muliadi Anangkota, Klasifikasi Sistem Pemerintahan “Perspektif Pemerintahan
Modern Kekinian”, Jurnal Ilmu Pemerintahan : Universitas Cendrawasih Papua
Volume 3 Nomor 2, hlm. 149
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pemerintahan presidensial adalah setiap kebijakan pemerintahan yang

diambil merupakan bargaining position antara pihak legislatif dan

eksekutif yang berarti terjadi pengutamaan sikap representatif–elitis

dan bukan partisipatif–populis.25

c. Sistem Pemerintahan Campuran (Quasi)

Sistem campuran atau quasi adalah sistem pemerintahan yang

memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan

presidensial. Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari

kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini,

selain memiliki Presiden sebagai Kepala Negara, juga memiliki

Perdana Menteri sebagai kepala Pemerintahan untuk memimpin

kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Bila presiden tidak

diberi posisi dominan dalam sistem pemerintahan ini, presiden tidak

lebih dari sekedar lambang dalam pemerintahan. Akan tetapi presiden

tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, bahkan presiden dapat

membubarkan parlemen.

d. Sistem Pemerintahan Referendum

Pada praktiknya, tidak banyak negara yang menganut sistem

referendum. Munculnya sistem pemerintahan ini selalu dikaitkan

dengan negara Swiss. Hal ini dikarenakan hanya negara Swiss yang

25 Sarundajang, Op., Cit, hlm. 36-37
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menerapkan sistem referendum. Istilah referendum merupakan

permintaan/persetujuan maupun pendapat rakyat apakah setuju atau

tidak terhadap kebijaksanaan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan

oleh lembaga eksekutif atau lembaga legislatif. Adapun macam macam

referendum menurut Sarundajang antara lain :26

1) Referendum Obligator : Referendum wajib, dimana berlakunya suatu

undang-undang yang dibuat parlemen, dan telah disetujui oleh rakyat

melalui suara terbanyak;

2) Referendum Fakultatif : Suatu undang-undang yang dibuat oleh

parlemen setelah diumumkan, beberapa kelompok masyarakat yang

berhak meminta disahkan melalui referendum;

3) Referendum Consultative : Referendum untuk soal-soal tertentu yang

teknisnya rakyat tidak tahu.

Sistem referendum tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat

dimana sebagai pelaksanaannya adalah dengan adanya kehendak

rakyat melalui inisiatif publik merespon isu publik, yaitu hak publik

untuk mengajukan/mengusulkan suatu rancangan peraturan

perundang–undangan kepada legislatif dan eksekutif. Kelemahan

sistem ini adalah proses yang dijalankan untuk menyelenggarakan

agenda pemerintahan membutuhkan waktu yang relatif lama, hal

tersebut disebabkan bahwa dalam setiap formulasi produk legislasi

yang signifikan selalu melibatkan rakyat di dalamnya. Sedangkan

26 Sarundajang, Op., Cit., hlm. 37-39
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kelebihan sistem ini adalah bahwa setiap masalah-masalah

pemerintahan yang sangat penting dan mendasar rakyat langsung

dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan.

3. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pada awalnya, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (untuk

selanjutnya disebut AUPB) dimaknai sebagai asas yang bersifat terbuka

dan eksistensinya bersifat dinamis. Memiliki sifat terbuka, berarti AUPB

dapat mengalami perubahan dan perkembangan, sesuai dengan perubahan

dan perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Asas-asas

umum pemerintahan adalah suatu asas yang menjunjung tinggi norma

kesusilaan, kepatutan, dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang pada UU

no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas

kkn. Asas hukum merupakan jantung dari aturan-aturan hukum, asas

hukum menjadi titik tolak untuk berfikir, membentuk dan menginterpretasi

hukum.27 Adapun beberapa Asas AUPB menurut Undang-undang dan

Doktrin adalah sebagai berikut : 28

a. Asas Kepastian Hukum

Menurut Prof. Kuntjoro Purbopranoto, asas kepastian hukum

menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh

berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Setiap keputusan yang dibuat

27 Basuki Kurniawan, Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan
Yang Baik, (IJLIL :Indonesia Journal Of Law And Islamic Law, 2020) hlm 165

28 Cekli Setya Pratiwi, Dkk., Hukum Administrasi Negara (Penjelasan Hukum Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik), (Jakarta : Judical Sector Support Program, 2016), hlm.
53-75
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oleh Pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali ada hal penting

yang dijadikan dasar penarikan kembali dan hal ini harus dibuktikan

melalui proses peradilan yang sah.29 Penarikan kembali atau perubahan

suatu ketetapan hanya bisa dilakukan apabila terdapat alasan yang

cukup kuat, misalnya, adanya alasan atau keadaan yang memaksa,

ketetapan sebelumnya didasarkan atas kekeliruan, ketetapan

sebelumnya didasarkan pada alasan yang tidak benar, atau syarat

dikeluarkannya ketetapan tidak dipenuhi.30

b. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum sangat penting posisinya dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini penting bagi aparatur

pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yaitu harus mendahulukan

kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan

dan keinginan masyarakat secara cermat. Prinsip ini menuntut agar

dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pihak pemerintah

(aparatur) selalu mengutamakan kepentingan umum daripada

kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu.

c. Asas Keterbukaan

Prinsip keterbukaan juga memberikan kesempatan bagi rakyat

untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap

29 Cekli Setya Pratiwi, Ibid, hlm. 55
30 Philipus M. Hadjon Dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, ( Gajahmada
University Press, 2011), Cetakan ke-11, hlm. 273-274
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pemerintah, memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan.31

Pemerintah sebagai pihak berwenang harus mau dan mampu

menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat,

karena memperoleh informasi adalah hak bagi masyarakat yang

dijamin dengan Undang-Undang. Selain itu, informasi yang

disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat haruslah yang

mengandung kebenaran, bukan hasil rekayasa. Informasi yang benar

itu juga harus disampaikan secara ikhlas kepada seluruh

warga/masyarakat.

d. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas dasar yang harus dijadikan

alat uji bagi pengambil keputusan, baik keputusan lembaga-lembaga

administrasi Negara, maupun bagi hakim, khususnya dalam kajian ini

adalah hakim pengadilan tata usaha Negara. Pada dasarnya keadilan

yang diharapkan didapatkan dari setiap putusan hakim adalah keadilan

yang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian, yang merupakan

tujuan dari hukum. Dalam hal pengambilan keputusan oleh hakim,

hakim diharapkan mampu memberikan keputusan  yang adil, hakim

harus dianggap mengetahui hukum (ius curia novit) yang adil yang

menjamin kepastian dan kemanfaatan.32

e. Asas Ketidakberpihakan / Tidak Diskriminatif

31 Idup Suhady, Kepemerintaha yang Baik, Modul Diklat Prajabatan golongan 1 dan 2,
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2009, hlm. 23-24
32 Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : Kompas, 2006), hlm. 91
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Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif menurut Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(untuk selanjutnya disebut UU AP) memberi pemahaman bahwa setiap

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan,

perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para

pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan

tidak diskriminatif. Negara atau pemerintah tidak boleh bersikap

diskriminatif atas dasar apapun. Negara dituntut adil dan profesional

dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-

undangan yang menjadi landasannya.

f. Asas Kecermatan

Penjelasan asas kecermatan menurut UU 2014 adalah asas

yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan

harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk

mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan

dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan

dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

g. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Asas tidak menyalahgunakan wewenang menghendaki agar

dalam pengambilan keputusan seorang pejabat/instansi didasarkan

pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya, serta digunakan

sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini
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sering disebut asas larangan “detournement de pouvoir” atau asas

larangan bertindak sewenang-wenang.33

h. Asas Pelayanan yang Baik

Asas pelayanan yang baik hanya dianut oleh UU AP 2014,

dengan penjelasan: asas yang memberikan pelayanan yang tepat

waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar

pelayanan, dan ketentuan perundangan.

i. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas tertib penyelenggaraan negara menurut UU Pemda adalah

asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan

dalam pengendalian penyelenggara negara.

j. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menurut UU Pemda adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan.

k. Asas Proporsionalitas (Keseimbangan)

Asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan yang

wajar apabila memuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang

melakukan kesalahan/pelanggaran. Prinsip ini mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban aparatur pemerintah, seperti

33 Safri Nugraha, Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang
Baik, BPHN, Jakarta, desember 2007, hlm. 12
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“adanya keseimbangan antara  hukuman jabatan dengan kelalaian/

kealpaan seorang PNS”. Artinya, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh

berlebihan sehingga tidak seimbang dengan pelanggaran yang

dilakukan oleh pegawai tersebut.

l. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas menurut UU Pemda adalah asas yang

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan

perundang-undangan.

m. Asas Keadilan

Asas keadilan menurut UU Pemda 2014 adalah bahwa setiap

tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan

secara proporsional bagi setiap warga negara.

4. Prinsip-Prinsip Good governance

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah

pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Di mana

sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi

pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan

sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya

mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan

penyeimbang Negara. Namun cita good governance kini sudah menjadi

bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi

dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip

good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman
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dalam memberikan keseimbangan dalam memenuhi kepentingannya

masing-masing. 34

Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara

(LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan

good governance, yaitu:35

a. Partisipasi (Participation)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap

anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan.

Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor

tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang

yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap

anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

b. Penegakan hukum (Rule Of Low)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan

kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang

ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan aturan itu berikut

sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk

mematuhinya. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk

mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan

pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

c. Transparansi (Transparency)

34 Rosyada, 2000. Halm 182.
35

Ibid, Hlm 183,.
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Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan

supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, di

mana salah satu dapat menimbulkan percekcokan antara satu pihak

dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan.

Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik di bidang

kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya

untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

d. Responsif (Responsiveness)

Salah satu untuk menuju cita good governance adalah

responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-

persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa

memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor

menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya.

Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka,

sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna

kepentingan bersama.

e. Konsensus (Consensus Orientation)

Aspek fundamental untuk cita good governance adalah

perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah

pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan

keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan

semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian

mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan
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semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen

komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu

memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

f. Kesetaraan dan keadilan (Equity)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh

supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam

suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan

budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses

pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur

dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya

dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. 36

g. Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna,

efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau

besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien

dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada

di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan,

akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

h. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban supervisor

terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah

untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di

36
Ibid, hm 184.
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lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas

semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama

bertugas di lembaga.

i. Visi Strategi (Strategic Vision)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk

menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan

yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam

membuat kebijakan kebijakan. Di sinilah diperlukan strategi-strategi

jitu untuk menangani perubahan yang ada.

5. Good governance Perspektif Islam

Para Ahli sebenarnya mengakui bahwa tidak ada struktur

pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk

digunakan sebagai model universal bagi negara negara berkembang. Akan

tetapi setidaknya diakui bahwa Good governance adalah suatu kondisi

dimana terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau

rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta yang sejajar,

keberkesamaan, dan berkesinambungan di dalam peran yang saling

mengontrol.37

Bila kita kaitkan dengan syariah, maka apakah hakekat Good

governance dalam prespektif hukum Islam? Tidak ada rumusan baku

mengenai hal ini. Namun dari berbagai pernyataan yang terpencar di

dalam berbagai ayat al-Qur’an maka kita dapat mengkonstruksi Good

37 Mishra, 2005. halm 42.
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governance menurut prespektif syariah. Di antara ayat tersebut adalah Q.S

Hud : 6138

            
               
 

Yang artinya; dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka

shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak

ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi

(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah

ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya

Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-

Nya)."(Q.S. Huud, 61)

Dari ayat di atas kita dapat merumuskan Good governance dalam

perspektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk

mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana

kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan

rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan

kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat (3) Penciptaan

stabilitas politik diilhami dari amar ma’ruf dan nahi mungkar. Singkat kata

38
Ibid, hlm 43.



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

42

dalam ayat tersebut terdapat tiga governance yaitu: (a) spiritual

Governance, (b) Economic Governance dan (c) political Governance. 39

Untuk dapat mewujudkan good governance dalam tiga aspek,

diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan

beberapa asas tatakelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan

ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi saw dapat ditemukan beberapa nilai

dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan

yang baik, yaitu: syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan,

tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan. Nilai dasar

pertama adalah syura yang ditegaskan dalam Q.S Al-Imran: 159

              
                 
     

Artinya; Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena

itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila

kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya. (Q.S Al-Imran: 159).

39 Khusniyah, Prinsip-Prinsip Good governance, hlm 140.
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Nilai dasar berikutnya dalam hukum Islam adalah penegasan Nabi

saw mengenai meninggalkan segala yang tidak bernilai guna, Nabi

bersabda, yang artinya: Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia

meninggalkan hal-hal yang tidak berguna (HR at-Tirmizi, Ahmad).

Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam

penyelenggaraan kepentingan publik. Nilai dasar lain dalam hukum Islam

adalah keadilan. Penegasan mengenai keadilan dalam sumber-sumber

Islam banyak sekali, misalnya dalam Q.S Al-Maidah; 8 yang berbunyi;

             
                

     
Artinya; Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad

itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-

Maidah;8)

Masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum

merupakan jeritan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Tata kelola

pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses

seluruh warga masyarakat terhadap sumberdaya politik, ekonomi, dan

administratif.
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Tanggung jawab sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas

responsivitas dalam pemberian pelayanan. Secara khusus asas ini dapat

pula disimpulkan dari firman Allah yang menggambarkan pribadi

Rasulullah saw yang sensitif terhadap penderitaan umatnya, (Q.S. At-

Taubah: 128) yang berbunyi;

         
     

Artinya; Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari

kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat

menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan

lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin. (Q.S. At-Taubah;8)

Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta

merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah. Di dalam

konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas. Dalam hal ini, al-

Qur’an menegaskan (Q.S Al-Baqorah; 42)

             
Artinya: Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran,

padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqorah; 42).

Salah satu pengertian yang dapat ditarik dari keumuman

pernyataan ayat ini adalah adanya asas transparansi termasuk di dalam
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transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi untuk pelayanan publik.

Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria lainnya yang penting dalam

suatu good governance.

Nilai dasar lainnya dalam ajaran dan hukum Islam adalah orientasi

ke hari depan. Islam sangat menekankan kepada umatnya agar mereka

memperhatikan hari esok dan membuat perencanaan dan persiapan untuk

menghadapi hari depan. Di dalam al-Qur’an Surat Al-Hasyr; 18

ditegaskan:

            
     

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada

Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.( Q.S. Al-

Hasyr; 18)

C. Pemerintahan Daerah

1. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2  UU Pemda

yang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan prinsip

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
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Pengertian pemerintah daerah menurut C.F Strong merupakan suatu

organisasi dimana diletakan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat

dan tertinggi.40 Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintah nasional memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk

mengatur dan mengurus rumah tangga tersebut mengandung tiga hal

utama antara lain :41

1. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu

kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil

inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut;

3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil

keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung

maupun DPRD. Lebih lanjut, dalam penjelasan UU Pemda dijelaskan

bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan

penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan

daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan Kepala

Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan

pemerintahan yang diserahkan Kepala Daerah. Dengan demikian, maka

40 Fahmi Amrusi dalam Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan daerah, (Bandung :
Nusamedia, 2012), hlm. 28
41 Setya Retnami, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Kantor
Menteri Negara Otonomi daerah Republik Indonesia, 2001), hlm. 8
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DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang

mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi

pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala

daerah melaksanakan fungssi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan

Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah

dibantu oleh Perangkat Daerah.42

Berkaitan dengan itu, Harson berpendapat bahwa suatu

pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai :43

a. Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem

pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai

urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam

kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah

tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri,

mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga

sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diserahi urusan-urusan

tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diserahi tugas-tugas

pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas

ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-

undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja,

42 Arenawati, Administrasi Pemerintahan Daerah : Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di
Indonesia, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm. 51
43 Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah catatan ke-3, (Jakarta : Pustaka
Sinar, 2014), hlm. 77
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melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus

rumah tangga sendiri tingkat diatasnya;

b. Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk

karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak

dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan

pemerintahan semacam ini disebabkan karena luasnya wilayah dan

banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat yang memimpin pemerintah

lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

pusat, bekerja menurut aturan dan kehendak dari pemerintah pusat,

berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah administratif

yang bersangkutan dibantu oleh pegawai yang juga diangkat dan

diberhentikan oleh pemerintah pusat.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses

yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal

dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik

dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat

keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang

diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi

administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan
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kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari

penetapan peraturan sampai keputusan Substansial.44

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :45

1) Asas  desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dalam sistem NKRI

2) Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh

pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada

instansi vertikal di wilayah tertentu;

3) Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada

daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah

kabupaten/ kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/ kota

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Widjaja

menyebutkan bahwa “pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan menurut asas otonomi (desentralisasi) dan tugas

pembantuan (medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan

dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

44 La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian
Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan, (Makassar : Desertasi
Program Pascasarjana, Universitas Hasannudin, 2015), hlm. 136
45 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2008), hlm. 7
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memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.46 Peraturan daerah

merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

didalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja,

yaituwilayah provinsi, wilayah daerah kabupaten, atau wilauah darerah

kota. Karena peraturan ini bersifat lokal atau dikenal dengan local rule,

yakni sebagai “a rule based on the physical cindition of a state and the

character, costum, and beliefs of its people”47

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menyelenggarakan segala urusan pemerintah

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh

undang-undang  ditentukan menjadi urusan pemerintah. Penyelenggaraan

urusan pemerintah dapat diselenggarakan sendiri maupun melimpahkan

sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan atau wakil

pemerintah di daerah. Penugasan sebagian urusan pemerintahan kepada

pemerintah daerah dapat dilakukan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Adapun urusan pemerintahan dapat dibagi menjadi beberapa kriteria

sebagai berikut :48

a. Kriteria eksternalitas, adalah penyelenggaraan suatu urusan

pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan

46 HAW. Widjaja, Op., Cit., hlm 8
47 Erfina Fuadatul Khilmi, Pemanfaatan Critical Legal Studies (CLS) Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah, (IJIL: 2019) hlm 47-48

48 HAW. Widjaja, Ibid
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dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan

pemerintahan;

b. Kriteria akuntabilitas, adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu

urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan

luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan;

c. Kriteria efisiensi, penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna tertinggi yang

dapat diperoleh.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan

hubungan kewenangan antar susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem

antara hubungan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah kabupaten/ kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling

terkait, tergantung, dan sinergis.

Urusan lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri

atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib

merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan

pelayanan warga negara antara lain: perlindungan hal konstitusional,

perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat,

ketentraman, dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan

NKRI, serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan

perjanjian dan konvensi internasional. Penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan
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Minimal (SPM) yeng secara bertahap ditetapkan oleh pemerintah. Urusan

pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber

pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai

dengan urusan yang didesentralisasikan. Sebagaimana yang dikemukakan

Siswanto Sunarno bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah meliputi :49

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. Penyelenggaraan tata tertib uum dan ketentraman masyarakat;

d. Penanganan bidang kesehatan;

e. Penyelenggaraan pendidikan;

f. Penanggulangan masalah sosial;

g. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

h. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

i. Pengendalian lingkungan hidup;

j. Pelayanan pertanahan;

k. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

l. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

m. Pelayanan administrasi penanaman modal;

n. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

o. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.

49 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika,
2008), hlm. 35
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Berkaitan dengan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik

untuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota

meliputi urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan

dan potensi unggulan daerah. Urusan pemerintahan yang secara nyata ada

sesuai dengan kondisi dan kekhasan serta potensi yang dimiliki antara lain

pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan maupun

pariwisata.50

3. Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani

“autonomous/autonomial” yang berarti peraturan sendiri (self-ruling).

Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi

dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas

(pemerintahan sendiri).51 Menurut literatur Belanda otonomi berarti

pemerintahan sendiri (zelf regering) yang oleh Van Vollenhoven dibagi

atas zelf wetgeving (membuat undang-undang sendiri), zelf uitvoering

(melaksanakan sendiri), zelf erchtspiraak (mengadili sendiri) dan zelf

politie (menindaki sendiri).52 Atas dasar literasi tersebut Sarundajang

menjelaskan hakikat otonomi daerah adalah :

50 Arenawati, Administrasi Pemerintahan Daerah : Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di
Indonesia, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm. 50
51 Leo Agustino, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, (Bandung : Alfabeta Bandung,
2014), hlm. 13
52 Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke-3, (Jakarta : Pustaka
Sinar Harapan, 2012), hlm. 33
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a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak

tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan

pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri

dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti

keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri,

pelaksanaan sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang

memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);

b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah

tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang

otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;

c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah

tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang

diserahkan kepadanya;

d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak

mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian

suatu daerah otonom adalah daerah yang self government, self

sufficiency, self authority, dan self regulation to its law and affairs dari

daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah

otonom memiliki actual independence.53

Konsep otonomi daerah sejatinya merupakan amanat yang

diberikan UUD NRI Tahun 1945 yang secara umum termaktub dalam

53 Sarundajang, Ibid., hlm. 36.
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Pasal 18 Ayat 2 menyebutkan, “pemerintah daerah provinsi, daerah

kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada Ayat 5

tertulis “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

pemerintahan pusat. Dan ayat 6 juga menyatakan, pemerintahan daerah

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

D. Palayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

hal, cara, atau hal kerja melayani, sedangkan melayani adalah menyuguhi

(orang) dengan makanan atau minuman, menyediakan keperluan orang,

mengiyakan, menerima, menggunakan. Konsep pelayanan dalam kamus

bahasa Indonesia diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada seseorang

dalam bentuk jasa. Pada dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya membutuhkan orang lain. Proses pemenuhan kebutuhan melalui

aktifitas orang lain secara langsung ini yang disebut sebagai pelayanan.

Jadi pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan membantu menyiapkan

atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sehingga pelayanan

senantiasa dengan kepentingan publik atau umum.54

54 Idup Suhady, Kepemerintaha yang Baik, hlm. 23-24
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Berkaitan dengan itu, kepentingan umum merupakan kepentingan

yang menyangkut masyarakat, tidak bertentangan dengan norma-norma

dan aturan yang bersumber dari kebutuhan hidup masyarakat. Kepentingan

ini bersifat kolektif dan dapat pula bersifat individu. Kepentingan umum

muncul dari kepentingan individu dan karena persamaan kepentingan

maka kepentingan individu berkembang menjadi kepentingan umum.

Kegiatan pelayanan umum diharapkan pada terselenggaranya pelayanan

untuk memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perorangan, malalui

cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. Agar pelayanan

umum berhasil baik unsur pelaku sangat menentukan, pelaku dapat

berbentuk badan atau organisasi yang bertanggung jawab atas

terselenggaranya pelayanan dan manusia sebagai pegawai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (untuk selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik), yang

dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,

jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan

bahwa pelayanan publik adalah seluruh kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan

dalam suatu organisasi atau instansi dalam rangka memenuhi kebutuhan
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masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

2. Jenis-jenis Pelayanan Publik

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya

kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya

sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam.

Berdasarkan keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003

kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain : 55

a. Pelayanan Administratif

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen

resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan,

sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu

barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda

Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Pemilik

Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat

Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan

sebagainya.

b. Pelayanan Barang

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis

barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon,

penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

55 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 Tentang
Pelayanan Publik
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c. Pelayanan Jasa

Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang

dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan,

penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Pemenuhan keinginan atau kebutuhan masyarakat dalam pelayanan

dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Kebutuhan dalam hal ini bukan

kebutuhan individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya

diharapkan oleh masyarakat.

3. Standar Pelayanan Publik

Pada suatu organisasi, setiap orang hendaknya memandang

masyarakat sebagai mitra kerjanya sehingga berhasilnya organisasi itu

dapat dilihat seberapa besar dihargainnya hasil dari organisasi tersebut

56melaksanakan kewajibannya. Dalam rangka melaksanakan suatu

pekerjaan, di samping jelasnya urutan atau langkah-langkahnya,

diperlukan juga suatu standar kerja yaitu dalam bentuk Standar

Operasional Prosedur (SOP) untuk mengukur mutu dan pelaksanaan

pelayanan. Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan

untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat

penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis,

administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan

sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Standar operasional

prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP

56 Arenawati, Administrasi Pemerintahan Daerah, hlm. 50
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selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan

dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai

kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas,

responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi

penerima pelayanan, dan standar pelayanan tersebut harus ditaati oleh

pemberi atau penerima pelayanan. Menurut Ratminto dan Atik standar ini

merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan

publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan,

meliputi : 57

a. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima

pelayanan termasuk pengaduan;

b. Waktu Pelayanan

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk

pengaduan;

c. Biaya Pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan

dalam proses pemberian pelayanan;

d. Produk Pelayanan

57 Idup Suhady, Kepemerintaha yang Baik,hlm 24
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Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan.

e. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang telah

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan

dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap,

dan perilaku yang dibutuhkan.58

Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu

yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang pelayanan publik, adapun komponen standar pelayanan sekurang-

kurangnya meliputi :

a. Dasar Hukum : Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar;

b. Persyaratan : Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis

pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif;

c. Sistem, mekanisme dan prosedur : Tata cara pelayanan yang

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan termasuk

pengaduan;

d. Jangka waktu penyelesaian : Jangka waktu penyelesaian yang

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap

jenis pelayanan;

58
Ibid, hlm 25.
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e. Biaya : Ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan

masyarakat;

f. Produk Pelayanan : Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan;

g. Sarana, prasaran dan fasilitas : Peralatan dan fasilitas yang diperlukan

dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas

pelayanan bagi kelompok rentan;

h. Kompetensi Pelaksanaan : Kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan

pengalaman;

i. Pengawasan Internal : Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan

satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;

j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Tata cara pelaksanaan

pengamanan pengaduan dan tindak lanjut;

k. Jumlah Pelaksana : Tersediannya pelaksanaan sesuai dengan beban

kerjanya;

l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko

keraguraguan; serta



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

62

n. Evaluasi konerja pelaksana : Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. 59

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyusunan

standar pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam

pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator

penilaian terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Dengan

adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik diharapkan masyarakat

bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan proses yang

memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat sebagai pengguna

pelayanan.

59
Ibid, hlm 27
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BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau

memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama

mencapai tujuan.60 Menempuh suatu jalan tertentu guna mencapai suatu tujuan,

artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan. Suatu karya ilmiah harus

mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran

sesungguhnya. Terkait dengan metode penelitian yang dimaksud tersebut meliputi

tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan juga analisis hukum.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan membutuhkan kemampuan guna

mengidentifikasi masalah hukum. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang

digunakan adalah empirical legal research (penelitian hukum empiris), yaitu

penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau

norma-norma dalam hukum positif yang ditemukan dilapangan sesuai data

empiris.

Jenis penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengkaji

berbagai fenomena lapangan tentang implementasi aturan hukum yang

bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan yang kemudian

60 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2010), hlm. 27
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dihubungkan dengan kaidah hukum dan perundangan yang ada dengan

membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini”.61

B. Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum ini menggunakan dua pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) yaitu menelaah

semua Undang-Undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang ditagani serta digunakan sebagai pisau analisis sekaligus untuk

menjawab rumusan masalah.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) yang dilakukan dengan

beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang

relevan dengan isu hukum.62 Dalam penelitian skripsi ini pendekatan

konseptual (Conceptual approach) digunakan sebagai pisau analisis dan

menjawab rumusan masalah tentang bagaimakah implementasi

prinsipprinsip good governance tentang responsivitas terhadap kinerja

pegawai di Kota Denpasar.

C. Data Penelitian

Bahan hukum merupakan sarana dari satu penelitian yang digunakan

untuk memecahkan permasalahan yang ada. Keberadaan bahan hukum adalah

bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan

mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang dipermasalahkan.

61
Ibid 162.

62
Ibid 163.
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Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan proposal penelitian

ini adalah:

1. Data Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai

sifat autoritatif, dimana autoritatif ini maksudnya adalah bahan-bahan

hukum rujukan tersebut otoritas. Bahan-bahan hukum yang dimaksud

terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau

risalah dalam proses pembuatan perundang-undangan, dan putusan-

putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer yang hendak digunakan dalam

penulisan proposal penelitian terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

2. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari semua

publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi.

Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal
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hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.63 Adapun bahan hukum

sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan proposal berupa jurnal

hukum, surat kabar, majalah serta data yang diambil dari internet

mengenai implementasi prinsip-prinsip good governance sepanjang

relevan dengan topik penelitian.

3. Data Non Hukum

Penulis selain menggunakan bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, dalam proposal penelitian ini juga menggunakan bahan

non hukum primer. Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan

sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai

implementasi penerapan Prinsip Good governance, buku pedoman

penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari

internet dan sumber non hukum lain ataupun laporan penelitian non

hukum dan jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dalam

topik penelitian.

D. Analisa Data

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan

dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan

bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai

relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan

bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk

63
Ibid., hlm. 164
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argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi

berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. 64

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara

sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu

meyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal-hal yang

bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang

seharusnya ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

64 Ibid., hlm. 171.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah dan atau masyarakat ( UU No. 36 tahun 2009).

2. Letak Geografis Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Lokasi penelitian berada di daerah perkotaan dengan kondisi

masyarakat mayoritas umat Islam dan Hindu. Lokasi penelitian berada di

berada di Jalan Maruti No.8, Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,

Bali. Dengan lokasi yang berada di tengah-tengah perkotaaan, tentu sangat

berpengaruh terhadap akses layanan yang dilakukan. Letak lokasi

penelitian terletak ditengah-tengah kota yang bertempat satu lokasi degan

BAPPEDA (Badan Pengawasan dan Perencanaan Daerah) Denpasar, Bali

dan di sebelah kanan lokasi penelitian terdapat pasar tradisional dan hotel

harrys, seebelah kiri lokasi penelitian terdapat masjid jami’, sementara di

depan lokasi penelitian terdapat Tempat Pemakaman Islam (TPI).

Sementara dalam posisi tepatnya di sebelah utara lokasi penelitian terdapat

gedung Kamar Dagang dan Industri (KADIN), sementarra di sebelah

selatan terdapat gedung BPJS Ketenaga Kerjaan KCP Karangasem, di

sebelah barat terdapat ATM Permata Bank dan di sebelah Timur terdapat
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UMKM Bakpao dan Bank CIMB Niaga, Denpasar. Masyarakat sekitar

merespon baik terhadap pelayanan ramah yang diberikan oleh petugas

kesehatan maupun pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan di Kota

Denpasar.

3. Motto Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Secara umum Motto Pemerintah Daerah Kota Denpasar adalah

sewaka dharma atau dapat diartikan sebagai melayani adalah kewajiban,

sedangkan Motto Dinas Kesehatan sendiri adalah melayani dengan santun.

4. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Visi Dinas Kesehatan Kota Denpasar:

Denpasaar sehat yang kreatif, mandiri dan berkeadilan.

Misi Dinas Kesehatan Kota Denpasar:

a. Mengoptimalkan sumber daya kesehatan untuk peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat dan menciptakan tata kelolah pemerintahan yang

baik.

b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya

kesehatan yang paripurna, merata, terjangkau, bermutu, dan

berkeadilan.

c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mealui pemberdayaan

masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani.

d. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih

dan sehat.65

65 Observasi Dinas Kesehatan Kota Denpasar 20 November 2020.
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e. Menggerakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan dan peran

aktif menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan bersekala

nasional

5. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Denpasar

STUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA
DENPASAR SESUAI PP NO.18 TAHUN 2016
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B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dan

pengaturan terhadap pegawai Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Dinas Kesehatan merupakan sebuah lembaga yang memiliki

oeranan yang tinggi dalam merawat dan memastikan masyarakat

dibawahnya mendapatkan layanan kesehatan yang bagus, karena dalam

Dinas Kesehatan ini menaungi semua lembaga kesehatan yang ada di

wilayah Kota Denpasar.

Tujuan itu sangat dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan karena

dengan hadirnya sistem yang baik di lingkungan Dinas Kesehatan akan

berdampak positif pula pada tingkat layanan kesehatan di dalam

masyarakat. Ibu Luh Putu selaku kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

menuturkan;66

“Dinas Kesehatan memiliki cita-cita besar dalam memberikan
pelayanan terhadap masyarakat, Dinas Kesehatan ini harus menjadi
sebuah lembaga yang menjamin tingkat kesehatan masyarakatnya
mencapai tingkat kesehatan yang baik, oleh sebab itu naungan
dibawah Dinas Kesehatan harus mengintegrasikan cita-cita dalam
bentuk pelayanan masyarakat yang baik, transparan dan saling
menjaga untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang lebih
sehat”

Selain Kepala Dinas, pernyataan diatas juga disampaikan oleh

devisi Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota

Denpasar, menuruntnya;67

66 Luh Putu, Wawancara, 20 November 2020
67 Gusti, Wawancara, 20 November 2020
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“Kesehatan masyarakat Kota Denpasar menjadi perhatian utama
bagi kita selaku bagian dipemerintahan kota, penerapan layanan
yang baik di lingkungan Dinas Kesehatan tentunya akan
membantu dan mempercepat proses pewujudan dari cita-cita itu
sehingga masyarakat lebih tanggap tehadap kesehatan mereka”

Implementasi good governance pada praktek kerja yang dilakukan

oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan memperhatikan aspek

pelayanan, transparansi dan kemudahan. Pada aspek pelayanan, tujuan

adanya Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagai lembaga kedinasan di

bidang kesehatan tentunya harus memperhatikan pelayanan yang

dilakukan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan

penjaminan kesehatan di masyarakat dapat tersampaikan, Bapak Made

selaku Kepala Bagian Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota

Denpasar mengungkapkan;68

“Perhatian utama kita dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya
sebagai lembaga kesehatan sebetulnya sangat memperhatikan
bentuk pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat baik itu
bersifat keluhan atau komplain maupun bersifat support, kita
selaku pihak Dinas Kesehatan sangat memperhatikan layanan-
layanan yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar
lebih baik lagi sehingga masyarakat akan puas dengan pelayanan
yang kita lakukan”

Ibu Ni Nyoman selaku bagian Yankes Primer juga

mengungkapkan;69

“Bahwa dalam kinerja Dinas Kota Denpasar sangat memperhatikan
pelayanan terhadap masyarakat sudah baik bahkan kita sudah
menerima bentuk komplain melalui sistem online dalam
mewujudkan bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu,

68 Made, Wawancara, 20 November 2020
69 Ni Nyoman, Wawancara, 20 November 2020
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masyarakat juga bisa mengadukan apa yang mereka rasakan lewat
layanan pro Denpasar disitu masyarakat lebih mudah untuk
menyampaikan aspirasinya terhadap dinas-dinas di Kota
Denpasar”.

Selain dengan pelaksanaan sistem pelayanan yang baik, Dinas

Kesehatan Kota Denpasar juga menerapkan sistem administrasi satu atap,

tentu sistem pelayanan seperti ini akan memudahkan masyarakat untuk

melakukan sesuatu yang berkenaan dengan Dinas Kesehatan Kota

Denpasar;70

“Sebagai contoh pelayanan yang memudahkan masyarakat sekitar
kita menerapkan administrasi satu atap agar masyarakat lebih
dimudahkan untuk melakukan sesuatu di wilayah Dinas Kesehatan,
selain itu kita menggunakan layanan pendaftaran secara online,
pengaduan secara online dan ada beberapa lembaga dibawah Dinas
Kesehatan yang sudah mulai menerapkan pembayaran non tunai
untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat sekitar”.

Selain pelayanan yang optimal, tentunya Dinas Kesehatan juga

menerapkan beberapa kemudahan yang bisa digunakan oleh masyarakat

dalam berinteraksi dengan Dinas Kesehatan di Kota Denpasar. Seperti

yang dikemukakan oleh ibu Ida Ayu yang menyatakan;71

“Untuk memudahkan masyarakat sebetulnya kita bisa mengases
kami baik itu via web, email dan pro Denpasar (sosial media
penyedia layanan di wilayah Kota Denpasar), dengan proses
digitalisasi ini diharapkan akan membantu masyarakat dalam
mengakses dan berinteraksi dengan Dinas Kesehatan”

70 Luh Putu, Wawancara, 2 Desember 2020
71 Ida Ayu, Wawancara, 2  Desember 2020
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Hal senada juga diungkapkan oleh bapak selaku kepala bidang

kesehatan masyarakat, ia menyatakan;72

“Beberapa kemudahan yang kami sediakan dalam memudahkan
interaksi dengan masyarakat di Kota Denpasar sudah menekankan
proses digitalisasi di setiap  SOP yang diberlakukan, salah satu
contoh kemudahaan itu dapat kita lihat pada sistem pendafataran
secara online, sistem pembayaran secara online bahkan
pengaduannya bisa secara online. Ini bertujuan untuk memudahkan
masyarakat dalam berinteraksi dengan Dinas Kesehatan/lembaga
kesehatan dibawah lingkungan Dinas Kesehatan”

Dalam penerapan good governance tentu aspek transparansi

sangatlah penting dalam mencegah tejadinya dualisme dan akan

menimbulkan kepercayaan terhadap Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Sehingga masyarakat akan mengetahui seputar Dinas Kesehatan yang

terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Ibu Gusti Ayu mengungkapkan bahwa;73

“Untuk membentuk kepercayaan masyarakat itu dengan
memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat, karena
itu akan membentuk sebuh persepsi dan menimbulkan kepercayaan
mereka terhadap kita. Untuk mendorong itu maka cara yang sangat
bagus dan dapat dijangkau masyarakat dengan mudah ialah
digitalisasi  di wilayah kerja Dinas Kesehatan, baik berupa layanan,
keluhan maupun pengajuan”

Bapak Made juga mengungkapkan hal serupa, menurutnya;74

“Untuk menciptakan sebuah transparansi yang baik di lingkungan
Dinas Kesehatan, kami menggunakan keterbukaan kepada semua
pihak untuk mendapatkan semua informasi tentang Dinas
Kesehatan Kota Denpasar baik itu  melalui papan info yang ada di
lingkungan dinas maupun dengan poroses digitalisasi dalam proses

72 Tri, Wawancara, 2  Desember 2020
73 Gusti Ayu, Wawancara, 3 Desember 2020
74 Made, Wawancara, 3 Desember 2020
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kerja Dinas Kesehatan dan lembaga di bawahnya, semua bertujuan
untuk menciptaka tranparansi kita terhadap masyarakat luas”
.

Ibu Rika yang mewakili lembaga dibawah Dinas Kesehatan juga

mengungkapkan;75

“Proses transparansi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota
Denpasar sudah dikatakan baik karena semua informasi yang ada
di dalam Dinas Kesehatan bisa kita akses dengan dan proses
aksesnya pun cukup mudah baik dilakukan secara langsung dengan
mendatangi Dinas Kesehatan dan lembaga dibawahnya maupun
bisa dilakukan secara online, tentu itu sangat memudahkan orang
lain untuk mengakses dan mengetahui informasi terkait Dinas
Kesehatan Kota Denpasar”

Selain itu ungkapan ibu Sri Devi sebagai masyarakat Denpasar

mengatakan;76

“Secara umum pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Kota Denpasar sangat bagus, karena bentuk pelayanan yang
disediakan juga sangat memudahkan kita, bahkan informasi seputar
kesehatan Kota Denpasar dengan sangat mudah kita dapatkan baik
lewat sosial media maupun melalui website yang dimiliki oleh
Dinas Kesehatan. Masayarakat juga sangat percaya kepada pihak
Dinas Kesehatan karena informasi yang mereka berikan itu dapat
memuaskan kita selaku masyarakat seperti contoh; tarif
pemeriksaan yang bisa kita ketahui dari papan pengumuman. Atau
tentang data perkembangan pasien terinfeksi virus yang dapat kira
akses lewat media yang disediakan oleh Dinas Kesehatan sehingga
kesannya lebih transparan dan dapat dipercaya”

Bapak Putu  juga mengungkapkan;77

“Untuk pelayana di Dinas Kesehatan Kota Denpasar sudah sangat
bagus, karena dengan proses pendafataran secara online dan
pembayaran secara non tunai yang diterapkan sangat memudahkan
kita apalagi saat kondisi pandemi seperti saat ini, orang pasti akan

75 Rika, Wawancara, 3 Desember 2020
76Sri Devi, Wawancara, 3 Desember 2020
77 Putu, Wawancara, 3  Desember 2020
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enggan untuk ngatre dan menghindari kerumunan tentunya
program ini sangat membantu kita, dan prosesnya juga cukup
transparan karena akses informasi bisa dilakukan oleh siapa saja
yang membutuhkan informasi seputar kesehatan di wilayah Kota
Denpasar. Secara umum kami puas dengan sistem yang dijalankan
sekarang”

Jadi sangat jelas bahwa prinsip good governance yang diterapkan

oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar sangat berdampak positif bagi

lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar beserta beberapa lembaga

dibawahnya, maupun terhadap masyarakat luas pada umumnya.

2. Pelaksanaan Prinsip Good governance terhadap Kinerja Pegawai

Dinas Kesehatan di Kota Denpasar

Penerapan good governance dalam sebuah organisasi memang

sangat banyak manfaatnya, baik akan berdampak positif pada pelaku

sistem maupun akan berdampak positf bagi masyarakat luas. Penerapan

good governance olwh sebuah organisasi akan berguna untuk lebih

meminimalisir kesalahan (human error) sehingga data yang ada akan lebih

akurat dan lebih transparan, untuk membentuk sebuah proses sistem kerja

yang baik tentu membutuhkan beberapa elemen lain sebagai penunjang

baik itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga

proses pelaksanaan good governance lebih cepat tercapai.

Pelaksanaan good gevernance di lingkungan Dinas Kesehatan Kota

Denpasar sangat berpengaruh besar pada lingkungan dinas, namun juga

berimplikasi pada masyarakat luas dalam mewujudkan tujuan Dinas
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Kesehatan Kota Denpasar dalam menciptakan tingkat kesehatan

masyarakat pada tingkat atau level maksimal.

Untuk menggambarkan good governance yang baik, tentu tidak

hanya harus bersifat baik dan buruknya sebuah sistem, atau manfaat atau

tidaknya sebuah sistem, tapi juga jika terjadi human error yang disebabkan

kesalahan dari pelaku sistemnya, apakah sudah berkeadilan atau belum.

Untuk membentuk sebuah sistem yang mapan tentu harus memperhatikan

tingkat kemanfaatan yang baik pula, pelaksanaan good governance dalam

Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam pelaksanaan UU No 23 Tahun

2014.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar mengungkapkan bahwa;78

“Sistem yang kita gunakan ini tentu memeiliki banyak sekali
manfaat yang bisa kita tangkap, baik dalam sistem
pengoperasian/pelaksanaan, proses evaluasi yang lebih mudah
seerta penggunaan sistem elektronik/digitalisasi dalam pelaksanaan
sistemnya sudah terintegrasi dan bisa dilaksanakan secara online
untuk mempermudah proses pelaksanaannya”

Ibu Ida Ayu juga mengungkapkan bahwa dalam penerapan sistem

digitalisasi ini sangat membantu dalam proses pelaksanaan dan evaluiasi

kinerja menurutnya;79

“Proses pelaksanaan programingnya yang sangat mudah dan sangat
mendukung aktifitas kita, penerapan good governance sangat
membantu kami dalam melakukan evaluasi kinerja dalam setiap
aktifitas yang berada, tentu dengan penerapan good governance ini
tentu akan sangat memudahkan kita dalam proses pelayanan
kepada masyarakat”

78 Luh Putu, Wawancara, 13 Januari 2021
79 Ida Ayu, Wawancara, 14 Januari 2021
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Selain membantu pelaksana sistem, tentunya penerapan good

governance sangat membantu masyarakat luas dalam sebuah bentuk

pelayanan yang terintegrasi dengan sistem online. Ibu Nih Luh Putu

mengungkapkan;80

“Penerapan sistem pelayanan satu atap, sudah membantu kita
dalam berinteraksi dengan pihak Dinas Kesehatan maupun
lembaga kesehatan dibawahnya, karena dengan penggunaan sistem
yang berbasis online tentu sangat memudahkan dan memanjakan
masyarakat tentunya dengan penggunaan sistem pelayanan seperti
ini lebih memudahkan kita dalam mengakses informasi seputar
Dinas Kesehatan di Kota Denpasar”

Selain itu tentunya sebuah sistem good governance harus

menerapkan sistem keadilan kepada siapapun yang berada dalam sistem,

Ibu Tri Indarti  mengungakapkan;81

“Dalam menarapkan good governance tentu asas keadilan menjadi
ruh dalam pelaksanaannya, karena asas keadilan ini akan
membentuk sebuah kepercayaan dari masyarakat dan pelaksana
sistem, dalam hal ini salah satu bentuk keadilan dalam pelaksana
sistem, contoh sederhananya, sistem akan membaca dengan
canggih siapa yang masuk penuh, siapa yang telat, bahkan siapa
yang tidak masuk itu akan terakumulasi otomatis diakhir bulan,
dengan punnishment sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan,
bahkan bisa berdampak pada mutasi, dan pemberhentian jika
pelanggaran yang dilakukan sangat berat dan mencederai undang-
undang, itu bisa kita proses”

Selain itu, ibu Ni Nyoman juga mengungkapkan;82

“Secara garis besar pelaksanaan undang-undang tersebut memang
tidak secara langsung berpengaruh kepada kami yang berada
dibawah Dinas Kesehatan, karena secara SOP yang ada dari dulu
sudah begitu cuma, dengan penerapan undang-undang tersebut

80 Ni, Luh  Putu, Wawancara, 14 Januari 2021
81 Tri Indarti, Wawancara, 14 Januari 2021
82 Ni  Nyoman, Wawancara, 15 Januari 2021
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lebih efektif dalam pelaksanaan standarisasi yang kami tetapkan,
dan lebih mudah mengontrol kinerja dari semua lembaga yang ada
dibawah kami, dan para karyawan-karyawan kami”

Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh dalam

pelaksanaan good governance yang baik sesuai dengan Undang-Undang

No 23 Tahun 2014 ini bagi Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebetulnya

tidak begitu berpengaruh besar pada sistem tata kelola sebelumnya, hanya

saja, dengan pelaksanaan Undang-Undang tersebut lebih memudahkan

kinerja dan lebih mengefektifkan kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan

Kota Denpasar.

3. Mewujudkan Implikasi prinsip good governance dalam meningkatkan

layanan publik di Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Penerapan prinsip good governance secara besar akan sangat

membantu setiap pelaku sistem agar lebih mudah dalam melaksanakan

tugas-tugasnya, pelaksanaan tersebut akan sangat mampu menegakkan

sistem yang terkelola secara baik di dalam organisasi. Dengan pelaksanaan

good goverance akan sangat membantu sebuah organisasi dalam

melakukan proses disiplin kerja, penigkatan etos kerja hingga proses

transparansi organisasi yang lebih baik. Begitu pula dengan Dinas

Kesehatan Kota Denpasar dalam melaksanakan sistem tata kelola yang

baik dalam setiap penerapan sistem organisasi yang tentunya akan lebih

memaksimalkan sistem yang ada.

Salah satu upaya dalam mewujudkan good governance di

lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar maka Dinas Kesehatan
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melakukan beberapa hal untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut,

Bapak Luh Putu mengungkapkan;83

“Untuk mewujudkan good governance dilingkungan Dinas
Kesehatan Kota Denpasar, kami menerapkan kedisiplinan pada
semua lapisan di lingkungan Dinas Kesehatan, karena disiplin
menjadi kunci utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip good
governance, maka dengan disiplin kerja yang baik akan lebih
memudahkan penerapan good governance ini.

Selain itu, ibu Ayu M Widiastuti juga melanjutkan;84

“Dalam mewujudkan sistem tata kelola yang baik, kita harus
menerapkan disiplin kerja yang bagus bagi semua orang dan
lembaga dibawah naungan dinas, sehingga mereka lebih taat dalam
melaksanakan sistem yang kita ketetapkan, oleh sebab itu banyak
cara yang bisa kita gunakan dalam mewujudkan sistem itu, baik
dengan cara memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar
sistem, mulai dari yang ringan seperti pengurangan jumlah hari cuti
bagi mereka yang tidak disiplin maupun pelanggaran berat yang
mengakibatkan mutasi bagi mereka yang melanggar kode etik
kedinasan, yang tentunya kita berkoordinasi dengan pihak-pihak
lain dalam melaksanakan tersebut”

Bapak Made juga mengungkapkan bahwa dalam rangka

mewujudkan good governance di lingkungan Dinas Kesehatan Kota

Denpasar, ia mengungkapkan;85

“Untuk mewujudkan sistem tatakelola yang baik, Dinas Kesehatan
Denpasar lebih menerpakan sistem keterbukaan informasi bagi
masyarakat luas sehingga mereka dapat mudah berinteraksi dengan
kami, sehingga dengan keterbukaan tersebut kita lebih dipercaya
oleh masyarakat dan lebih transparan kepada mereka. Selain
keterbukaan tentunya penyatuan visi untuk mewujudkan
masyarakat yang sehat menjadi kunci utama dalam melaksanakan
tugas-tugasnya”

83 Luh Putu, Wawancara, 21 Januari 2021
84 Ayu M Widiastuti, Wawancara, 21 Januari 2021
85 Made, Wawancara, 21 Januari 2021
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Untuk mendororong terwujudnya good governance di lingkungan

Dinas Kesehatan Kota Denpasar Ibu Ida Ayu lebih merinci hal apa saja

yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam mewujudkannya,

diantaranya;86

“Yang perlu dipersiapkan dalam mewujudkan good governance
kita harus melakukan banyak hal, baik dalam proses perencanaan
yang melibatkan semua orang yang ada di Dinas Kesehatan dan
mengundang beberapa perwakilan dari pemerintah kota.
Selanjutnya melaksanakan disiplin kerja yang tinggi untuk
menerapkan sistem yang telah kami susun, penerapan rencana kerja
secara maksimal, menerapkan transparansi informasi dalam
kinerjanya serta memberikan pelayanan satu atap yang
memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan kami. Dan
yang terkahir menentukan sanksi-sanksi bagi mereka yang
melanggar ketentuan-ketentuan yang telah kita rencanakan, mulai
dari pengurangan hak cuti bagi mereka yang melanggar
pelanggaran ringan hingga mutassi kerja yang diberikan bagi
mereka yang melanggar pelanggaran berat”

Sementara dari respon masyarakat dalam pelayanan yang

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar menuai berbagai respon,

baik yang positif maupun negatif, salah satu masyarakat Denpasar yang

diwawancara oleh peneliti mengungkapkan;

“Sistem pelayanan yang ada di Diskes Kota Denpasar memang
sudah lumayan membaik karena banyak melakukan perbaikan
dalam bidang pelayanan terutama dengan memudahkan akses
informasi kepada masyarakat, ditambah lagi dengan adanya
pelayanan berbasis online maka sangat membantu masyarakat
dalam proses pelayanan kepada dinas”87

Sementara Bapak Kadek Swastawa mengungkapkan;88

86 Ida Ayu, Wawancara, 21 Januari 2021
87 Niluh Sari, Wawancara, 10 Juli 2021.
88 Kadek Swastawa.Wawancara, 10 Juli 2021.
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“Dalam pelayanan dinas kesehatan Kota Denpasar, masyarakat
sebetulnya dipermudah dengan beberapa terobosan via online yang
diterapkan, namun akhir-akhir ini apalagi saat memasuki masa
pandemi corona, seakan-akan data pasien positif covid-19 yang
dikeluarkan oleh dinas kesehatan Kota Denpasar cenderung
membesar-besarkan sehingga menimbulkan keresahan ditengah-
tengah masyarakat”

Ia menambahkan;

“Terdapat beberapa masyarakat yang sedikit tidak percaya dengan
data pasien positif covid-19 ini, karena selain penyakitnya memang
tidak terlihat oleh mata telanjang namun juga berdampak pada
pelayanan puskesmas dibawah dinas kota yang mengurangi angka
pelayanan orang sakit dalam dalam setiap harinya, tentunya ini
akan sangat merugikan kami sebagai masyarakat yang butuh
pelayanan kesehatan”

Ibu Ningsih juga mengataka;89

“Sebelum masa pandemi ini, pelayanan di puskesmas-puskesmas
disini (Kota Denpasar) sudah berjalan dengan baik dan bagus,
pelayanannya bisa dilakukan secara online dan langsung datang ke
tempat, namun sekarang yang menjadi persoalan adalah saat
memasuki masa pandemi ini, banyak pelayanan masyarakat yang
kurang maksimal, mereka lebih fokus pada penanganan corona
sementara masyarakat lain yang ingin  berobat karena penyakit
yang berbeda itu tidak begitu dihiraukan bahkan dinomor duakan,
bahkan ada beberapa perawat yang mengatakan, jika masih bisa di
tangani di rumah, mending dirawat jalan saja, padahal kami
masyarakat kan ingin cepat sembuh dan ingin menggunakan
fasilitas kesehatan itu agar sakit yang diderita cepat teratasi”

Ibu Nengah Pura juga mengungkapkan90

“Saya kemaren sempat sakit mual sampai tidak bisa berdiri karena
pusing, banyak orang yang mengusulkan agar tidak dulu pergi ke
rumah sakit atau puskesmas sekitar karena takut di vonis positif
covid-19, namun karena saya yakin saya akan negatif maka saya
beranikan diri untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, bukan
mendapat pelayanan yang baik. selain diabaikan ada perawat yang

89 Ningsih, Wawancara, 10 Juli 2021.
90 Nengah, Pura, Wawancara, 10 Juli 2021
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mengusulkan agar rawat jalan dan alasannya bukan karena
seberapa parah sakit yang kami derita, namun lebih kepada
pencegahan penumpukan pasien karena khawatir terjadi
penyebaran virus. Menurut kami, waspada terhadap virus boleh-
boleh saja, namun terlalu parno dan cenderung mengabaikan
penyakit yang lain itu yang sangat kami sesalkan”

Bapak Wayan juga mengunngkapkan91

“Dari beberapa pelayanan yang sudah dilakukan oleh puskesmas di
bawah Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebetulnya sudah luayan
bagus, namun saat masa pandemi ini, pelayanan  kesehatan mulai
berkurang dan cenderung lebih memperhatikan penanganan covid-
19 dari pada yang lain, bahkan mereka (tenaga medis) cenderung
tidak melayani sakit lain yang seharusnya sama-sama dilayani
karena ini tanggung jawab, namun karena alasan pandemi, mereka
lebih mengutamakan penanganan covid-19 dari pada penyakit lain
yang di derita masyarakat, sehingga kami merasa di nomor duakan
sebagai masyarakat yang sedang mengalami sakit”

Dari beberapa kutipan wawancara diatas, dapat kita tarik benang

merah bahwa dalam mewujudkan good governance di lingkungan

kesehatan Kota Denpasar menerapkan; perencanaan yang baik dengan

melibatkan stakeholder yang ada dalam menyusun rencana kerjanya,

keudian penerapan disiplin, transparan, pelayanan yang maksimal dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan yang terakhir penerapan

punnishment bagi mereka yang melanggar sistem, baik itu berbentuk

pelanggaran ringan maupun bagi mereka yang melakukan pelanggaran

berat seperti mutasi kerja bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat.

91 Wayan Gunaksa, Wawancara, 10 Juli 2021
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C. Temuan Penelitian

1. Implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dan

pengaturan terhadap pegawai Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Pelaksanaan good governance dalam pemerintahan memang

menjadi sebuah keharusan moral, mau atau tidak pelaksanaan good

governance akan sangat mempengaruhi terhadap kinerja dari sebuah

lembaga pemerintahan itu sendiri, terlebih dengan penerapan good

governance akan membangun persepsi positif terhadap organisasi atau

pemerintahan yang kita jalankan.

Penerapan good governance menjadi sangat positif terutama untuk

membangun sebuah kepercayaan karena salah satu prinsip yang ada

didalam good governance menuntun kita untuk terbuka kepada masyarakat

umum, salah satu prinsip tersebut harus benar-benar diterapkan dalam

membentuk sebuah sistem organisasi atau pemerintahan dalam

menciptakan iklim yang positif di tengah-tengah organisasi dan bagi

masyarakat luas pada umumnya.

Prinsip-prinsip dalam menjalankan good governance menurut

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek

fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu partisipasi,

penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, keadilan, efektif

dan efisien, akuntabilitas dan visi strategis92. Ke sembilan prinsip itu harus

92 Rosyada, 2000. Halm 182).
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dipegang erat oleh setiap lembaga pemerintahan untuk mendorong sebuah

sistem yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi pokok sebagai

pelayan dari masyarakat harus memiliki visi misi strategis dalam

mewujudkan sistem tata kelola yang baik sehingga dengan penerapan

sistem tatakelola yang baik ini akan memberikan dampak positif bagi

masyarakat, dan rasa kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat tersebut

akan timbul dengan sendirinya, mana kala lembaga pemerintahan telah

menerapkan sistem good governance.

Begitu pula dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar yang memiliki

visi Denpasaar sehat yang kreatif, mandiri dan berkeadilan, haru

menerapkan good governance dalam menjalankan roda kedinasannya.

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagai panjang tangan

pemerintah kota memiliki beberapa langkah dalam mewujudkan good

governance baik itu bersifat keterbukaan, keadilan dan pelayanan publik

yang baik dalam menjalankan setiap aktifitasnya, sehingga diharapkan

dengan pelaksanaan good governance dapat mendorong kualitas

pelayanan yang ada.

Salah satu penerapan prinsip good governance dalam Dinas

Kesehatan Kota Denpasar, peneliti menemukan beberapa tahapan dalam

pelaksanaan good governance dilingkungan Dinas Kesehatan Kota

Denpasar, yakni
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a. Pelayanan dan pengaduan pelayanan via online untuk memudahkan

masyarakat dalam mengakses informasi tentang Dinas Kesehatan Kota

Denpasar

b. Keefektifan dan keefesienan dalam kinerja yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Kota Denpasar.

c. Penerapan administrasi satu atap untuk memudahkan akses pelayanan

sehingga wujud pelayanan lebih tertib administrasi

d. Penerapan sistem keadilan bagi semua staf dibawah naungan Dinas

Kesehatan Kota Denpasar, dengan cara memberikan sanksi

(punnishment) terhadap mereka yang melanggar ketentuan

e. Pemberian sanksi tegas bagi mereka yang melakuakan pelanggaran

baik itu pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat yang dilakukan

dengan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang

dilanggar

f. Keterbukaan informasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai

media keterbukaan informasi sebagai perwujudan dari sikap

transparansi

g. Informasi yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan

h. Penetapan visi strategis sebagai acuan keberhasilan kinerja yang

dilakukan

Dari beberapa temuan yang peneliti temukan dalam proses

penelitian lapangan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar diatas,

dapat diketahui bahwa dalam mewujudkan good governance sebuah
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organisasi atau lembaga, Dinas Kesehatan Kota Denpasar telah

menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan baik.

Dari beberapa prinsip good governance yang telah peneliti

rumuskan pada bab kajian teori sebelumnya yang mengatakan bahwa

prinsip good governance terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaanya

maka dengan begitu dapat kami simpulkan bahwa penerapan prinsip good

governance di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar telah

menerapkan good governance dengan baik.

Penelitian tersebut juga didukung oleh Khusniyah93 yang

menyatakan bahwa penerapan good governance meliputi Transparansi,

Responsif, Kesetaraan/keadilan, Efektifitas dan efisiensi, Akuntabilitas

dan Visi Strategis. Sehingga dengan begitu pelaksanaan good governance

di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar telah memenuhi prasyarat

dalam mewujudkan good governance yang baik, hal itu dapat kita ketahui

dari tabel implementasi prinsip good governance dibawah ini;

Tabel 4.1
Implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dan pengaturan

terhadap pegawai Dinas Kesehatan Kota Denpasar

NO Prinsp-prinsip
good governance

Implementasi prinsip good
governance

1 Partisipasi Pelayanan dan pengaduan pelayanan
via online untuk memudahkan
masyarakat dalam mengakses
informasi tentang Dinas Kesehatan
Kota Denpasar

93 Isti’adatul Khusniyah, Prinsip-Prinsip Good governance Dalam  Undang-Undang No.
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia
Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta, UII Press, 2018, viii.
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2 Penegakan
hukum

Pemberian sanksi tegas bagi mereka
yang melakuakan pelanggaran baik
itu pelanggaran ringan maupun
pelanggaran berat yang dilakukan
dengan sanksi yang disesuaikan
dengan tingkat pelanggaran yang
dilanggar

3 Transparansi Keterbukaan informasi dengan
memanfaatkan media sosial sebagai
media keterbukaan informasi sebagai
perwujudan dari sikap transparansi

4 Responsif Penerapan administrasi satu atap
untuk memudahkan akses pelayanan
sehingga wujud pelayanan lebih tertib
administrasi

5 Konsensus -
6 Keadilan Penerapan sistem keadilan bagi

semua staf dibawah naungan Dinas
Kesehatan Kota Denpasar, dengan
cara memberikan sanksi
(punnishment) terhadap mereka yang
melanggar ketentuan

7 Efektif dan
efisien

Keefektifan dan keefesienan dalam
kinerja yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kota Denpasar

8 Akuntabilitas Informasi yang disampaikan dapat
dipertanggung jawabkan

9 Visi strategis Penetapan visi strategis sebagai acuan
keberhasilan kinerja yang dilakukan

2. Pelaksanaan Prinsip Good governance terhadap Kinerja Pegawai

Dinas Kesehatan di Kota Denpasar

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam membentuk

sebuah sistem yang berlandaskan keterbukaan dan mengedapankan aspek

pelayanan sebagai perwujudan dari good governance tentu akan memiliki

dampak yang bisa dirasakan secara maupun secara tidak langsung yang

dapat dirasakan oleh lembaga pemerintahan terutama Dinas Kesehatan
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Kota Denpasar dengan menerpakan prinsip-prinsip good governance

sebegaimana pada poin sebelumnya telah peneliti singgung.

Salah satu manfaat dari penerapan good governance dalam

tatakelola pemerintahan adalah sebagai pertanggung jawaban kepada

khalayak ramai terkai kinerja yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut.

Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagai lembaga dibawah naungan

pemerintah kota mau tidak mau, harus menerapakan good governance

dalam setiap kinerja yang dilakukan terutaman dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi yang telah ditentukan

oleh Dinas Kesehatan bersama pemerintah kota untuk mewujudkan

Denpasaar sehat yang kreatif, mandiri dan berkeadilan.

Selain membentuk visi misi penerapan good governance

Pemerintah Daerah Kota Denpasar juga menerbitkan sebuah perundangan

Perda No 8 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dan Sususanan Perangkat

Daerah sebegai pengimplementasian dari UU No 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah. Dalam Perda No 8 Tahun 2014 dapat ditemukan

bagaimana standart operasional prosedur (SOP) pelayanan dibawah

naungan Pemerintah Kota Denpasar diantaranya adalah standarisasi

pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dalam Perda No

8 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1 dijelaskan bahwa standarisasi pelayanan

berbaasis online perlu dilaksanakan guna mempercepat sistem pelayanan

yang ada di bawah Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
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Dengan perenarapan good governance di  lingkungan Dinas

Kesehatan Kota Denpasar tentu akan memberikan dampak positif yang

dapat diambil dalam setiap usaha dan program yang dihadirkan oleh Dinas

Kesehatan Kota Denpasar. Peneliti menemukan beberapa dampak positif

dari penerapan good governance di lingkungan Dinas Kesehatan Kota

Denpasar, diantaranya;

Proses pelaksanaan sistem secara online dapat lebih efektif dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

a. Diundangkannya Perda No 8 Tahun 2014.

b. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan

Dinas Kesehatan Kota Denpasar baik dalam bentu pengaduan,

pelayanan dan beberapa aspek lain yang berkenaan dengan Dinas

Kesehatan Kota Denpasar.

c. Mempermudah akses informasi kepada masyarakat sekitar untuk

mewujudkan komunikasi baik dengan pihak-pihak yang membutuhkan

informasi seputar dinas Kota Denpasar.

d. Mempercepat proses pelayanan dengan menarapkan sistem pelayanan

berbasis online.

e. Mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan

tercapainya visi dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Penerapan prinsip good governance yang baik akan memberikan

dampak positif bagi sebuah lembaga/organisasi, keterbukaan informasi

dan tingkat pelayanan yang tinggi akan memberikan dampak positif bagi
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sebuah organisasi terutama bagi Dinas Kesehatan Kota Denpasar yang

notabenenya sebagai instansi pelayanan publik tentunya prinsip-prinsip

dalam good governance sangat membantu menumbuhkan kepercayaan

masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Kota Denpasar, serta sebagai

lembaga yang sarat akan kepercayaan publik yang tinggi mengharuskan

Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk lebih memperhatikan unsur

keterbukaan dan pelayanan yang baik dengan tetap memperhatikan

beberapa unsur-unsur yang lain seperti kemudahan akses, keadilan dan

standart operasional prosedur yang jelas sehingga kinerjanya dapat

dipertanggung jawabkan.

Pendapat demikian juga dikemukakan oleh Maryam dalam

penelitiannya, yang menyebutkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan

dalam pelaksanaan good governance meliputi tiga aspek pokok

diantaranya; pelayanan yang memuaskan, kepercayaan masyarakat dan

keefektifan dan keefensienan dalam pelayanan dan kinerja.94 Dengan

begitu maka penerapan good governance dalam lingkungan Dinas

Kesehatan Kota Denpasar berdampak pada kinerja semua pegawai di

dalamnya.

Tabel 4.2
Pelaksanaan Prinsip Good governance terhadap Kinerja Pegawai

Dinas Kesehatan di Kota Denpasar

NO Pengaruh Penerapan good governance
1 Diundangkannya Perda No 8 Tahun 2014
2 Proses pelaksanaan sistem secara online dapat lebih efektif

94 Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik,
Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 2016Volume VI No. 1 / Juni.
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dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3 Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi

dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar baik dalam bentu
pengaduan, pelayanan dan beberapa aspek lain yang
berkenaan dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

4 Mempermudah akses informasi kepada masyarakat sekitar
untuk mewujudkan komunikasi baik dengan pihak-pihak yang
membutuhkan informasi seputar dinas Kota Denpasar.

5 Mempercepat proses pelayanan dengan menarapkan sistem
pelayanan berbasis online.

3. Mewujudkan Implikasi prinsip good governance dalam meningkatkan

layanan publik di Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Penerapan prinsip good governance dalam kinerja lembaga akan

sangat membantu dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat

mengenai kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar,

dalam penerapan good governance tentunya terdapat beberapa kendala

sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlaksana secara maksimal, kendati

demikian proses pembenahan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota

dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan

pelayanan yang ada didalam Dinas Kesehatan terus diupayakan sehingga

kehadiran Dinas Kesehatan lebih dirasakan dampak postitifnya oleh

masyarakat.

Proses pembenahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota

Denpasar dalam mewujudkan penerapan prinsip good governance dalam

kinerjanya terdapat beberapa aspek mulai dari pembenahan kinerja hingga

proses pelayanan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa langkah usaha pembenahan
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yang dilakukan oleh dinas Kota Denpasar dalam mewujudkan penerapan

prinsip good governance diantaranya;

a. Disahkannya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 Tentang

Penyeleggara Administrasi Daerah Kota Denpasar

b. Disahkannya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

c. Perncanaan dengan beberapa stakeholder yang berkepentingan baik itu

di internal Dinas Kesehatan Kota Denpasar maupun dengan pihak

eksternal seperti DPRD Kota Denpasar dan Pemerintah Kota

Denpasar.

d. Lebih menerapkan prinsip transparansi dalam aspek kinerja dan

pelayanan terhadap masyarakat luas.

e. Menerapkan pelayanan sistem satu atap dalam memudahkan

masyarakat dalam melayani sehingga pelayanan lebih tertib dan

kondusif.

f. Pelaksanaan sistem berbasis online dalam melayani masyarakat

sehingga masyarakat lebih mudah dalam berinteraksi dengan Dinas

Kesehatan Kota Denpasar.

Langkah tersebut dilakukan oleh dinas Kota Denpasar dalam

rangka membenahi kinerja dan meweujudkan prinsip-prinsip good

governance dalam bentuk kinerja pelayanan publik yang dilakukan.

Beberapa proses diatas tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan dalam

proses pembenahan sistem tatakelola yang baik dalam mewujudkan cita-
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cita besar Dinas Kesehatan Kota Denpasar, namun usaha-usaha dan

ditopang dengan pembenahan-pembenahan yang dilakukan diharapkan

cita-cita tersebut tercapai dan masyarakat akan mendapatkan bentuk

pelayanan yang maksimal dan pemerintah mendapat respon baik sebagai

timbal balik yang didapat ddari sebuah penerapan prinsip-prinsip good

governance dalam kinerjanya.

Tabel 4.3
Mewujudkan Implikasi prinsip good governance dalam meningkatkan

layanan publik di Dinas Kesehatan Kota Denpasar

NO Pengaruh Penerapan good governance
1 Disahkannya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 Tentang

Penyeleggara Administrasi Daerah Kota Denpasar
2 Disahkannya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
3 Perncanaan dengan beberapa stakeholder yang

berkepentingan baik itu di internal Dinas Kesehatan Kota
Denpasar maupun dengan pihak eksternal seperti DPRD Kota
Denpasar dan Pemerintah Kota Denpasar.

4 Lebih menerapkan prinsip transparansi dalam aspek kinerja
dan pelayanan terhadap masyarakat luas.

5 Menerapkan pelayanan sistem satu atap dalam memudahkan
masyarakat dalam melayani sehingga pelayanan lebih tertib
dan kondusif.

6 Pelaksanaan sistem berbasis online dalam melayani
masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah dalam
berinteraksi dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka

terdapat beberapa poin besar yang peneliti temukan dalam penelitian ini

terutama yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam menjalankan

tugas, pokok dan fungsinya sebagai panjang tangan dari pemerintahan Kota

Denpasar.

1. Prinsip-prinsip good governance dan pengaturan terhadap pegawai

Dinas Kesehatan di Kota Denpasar

a. Pelayanan dan pengaduan pelayanan via online untuk memudahkan

masyarakat dalam mengakses informasi tentang Dinas Kesehatan Kota

Denpasar.

b. Keefektifan dan keefesienan dalam kinerja yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Kota Denpasar.

c. Penerapan administrasi satu atap untuk memudahkan akses pelayanan

sehingga wujud pelayanan lebih tertib administrasi.

d. Penerapan sistem keadilan bagi semua staf dibawah naungan Dinas

Kesehatan Kota Denpasar, dengan cara memberikan sanksi

(punnishment) terhadap mereka yang melanggar ketentuan.

e. Pemberian sanksi tegas bagi mereka yang melakuakan pelanggaran

baik itu pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat yang dilakukan
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dengan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang

dilanggar.

f. Keterbukaan informasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai

media keterbukaan informasi sebagai perwujudan dari sikap

transparansi.

g. Informasi yang disampaikan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat

dipertanggung jawabkan.

h. Penetapan visi strategis sebagai acuan keberhasilan kinerja yang

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar..

2. Pelaksanaan prinsip good governance terhadap kinerja pegawai

Dinas Kesehatan di Kota Denpasar

a. Diundangkannya Perda No 8 Tahun 2014

b. Proses pelaksanaan sistem secara online dapat lebih efektif dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan

Dinas Kesehatan Kota Denpasar baik dalam bentu pengaduan,

pelayanan dan beberapa aspek lain yang berkenaan dengan Dinas

Kesehatan Kota Denpasar.

d. Mempermudah akses informasi kepada masyarakat sekitar untuk

mewujudkan komunikasi baik dengan pihak-pihak yang membutuhkan

informasi seputar dinas Kota Denpasar.

e. Mempercepat proses pelayanan dengan menarapkan sistem pelayanan

berbasis online.
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f. Mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan

tercapainya visi dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

3. Implikasi prinsip good governance dalam meningkatkan layanan

publik

a. Diundangkannya Perda No 8 Tahun 2014

b. Disahkannya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

c. Perncanaan dengan beberapa stakeholder yang berkepentingan baik itu

di internal Dinas Kesehatan Kota Denpasar maupun dengan pihak

eksternal seperti DPRD Kota Denpasar dan Pemerintah Kota

Denpasar.

d. Menerapkan prinsip transparansi dalam aspek kinerja dan pelayanan

terhadap masyarakat luas.

e. Menerapkan pelayanan sistem satu atap dalam memudahkan

masyarakat dalam melayani sehingga pelayanan lebih tertib dan

kondusif.

f. Pelaksanaan sistem berbasis online dalam melayani masyarakat

sehingga masyarakat lebih mudah dalam berinteraksi dengan Dinas

Kesehatan Kota Denpasar.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini ditinjau dengan

penemuan penelitian dan fakta yang telah peneliti temukan, maka saran yang

dapat peneliti ajukan yang mungkin bermanfaat diantaranya;
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1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Dalam mewujudkan sistem tatakelola yang baik (good governance)

yang telah diterapkan dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar

sebagai perwujudan dari pelayanan kepada masyarakat,  maka penulis

meneyerankan beberapa hal yang bisa dijadikan pembenahan terutama

dalam penerapan good governance di lingkungan Dinas Kesehatan Kota

Denpasar diataranya;

a. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar

akan lebih baik lagi jika dalam penyusunan melibatkan semua

orang/lembaga baik legislatif dan eksekutif dalam merumuskan

kerangka kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota

Denpasar.

b. Pemaksimalan pelayanan via online harus lebih disosialisasikan lebih

massif  bagi masyarakat luas agar mereka lebih mengetahui standart

operasional prosedur pelayanan yang ada dalam Dinas Kesehatan Kota

Denpasar.

2. Bagi pihak ketiga (akademisi/peneliti)

Bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian dalam bidang

yang sama atau objek yang sama dan akan menggunakan skripsi ini sebagi

referensi terdahulu, maka kiranya perlu untuk dikaji kembali, karena tidak

menutup kemungkianan akan terdapat beberapa pernyataan-pernyataan

yang kurang sesuai dan dapat berubah seuai dengan kondisi dan waktu

yang akan dilakukan. kami selaku peneliti menyadari bahwa terdapat
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banyak kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga diperlukan

pembenahan dan perbaikan untuk meneyempurnakan skripsi atau karya

imiah lain yang berkesinambugan dengan penelitian yang kami lakukan.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak tau adanya perubahan undang-undang No 23 tahun 2014

tentang peraturan daerah?

2. bagaimana dinas kesehatan denpasar dalam merespon undang-undang

tersebut?

3. Adakah perubahan tatakelola pemerintahan / good governance yang dilakukan

oleh dinas kesehatan saat menerapkan UU No 23 Th 2014?

4. Seperti apa respon anggota (ASN) saat dinas kesehatan menerapkan good

governance dalam UU No 23 Th 2014 ?

5. Jika terdapat anggota yang melanggar ketentuan, apa tindakan/punnishment

yang akan didapatkan pegawai (ASN)?

6. Apakah dinas kesehatan menerapkan transparansi kepada masyarakat?

Bagaimana sistem atau bentuk transparansinya?

7. Bagaimana proses penyusunan aturan yang ada di dinas kesehatan Denpasar?

8. Kira-kira peraturan yang sudah diterapkan sudah berkeadilan atau belum?

9. Efektifkah peraturan itu diterapkan dilingkungan dinas kesehatan?

10. Apa visi strategis yang direncanakan oleh dinas kesehatan denpasar untuk

menyusun good governance?

11. Menurut bapak apa manfaat diterapkannya good governance? Dan apa contoh

konkritnya?

12. Perubahan apa yang timbul saat dinas keseatan menerapkan good governance

dalam UU No 23 Th 2014 ?

13. Seperti apa respon masyarakat saat dinas kesehatan menerapkan good

governance dalam UU No 23 Th 2014 ?
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